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ABSTRAK

Nama : SHEILA THOMASYADI

Program Stadi ¢ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Judul : Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Atas Tanah Yang
Dilakukan Olek Pihak Yang Tidak Berwenang Terhadap
Akta Ferjanjian Kredit

Tesis Ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yang
dilakukan oleb pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadap
akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tangh
Beserta Benda-bende yang Berkaitan Dengan Tanah. Penclitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendeksten kualitatif yang digunakan untuk
_memberikan gambaran secara kualitatif tentang pclaksanaan pemberian kredit dan
Pembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukuny vang
dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa findakan hokwn Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan
aleh pihak vang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebot tidak memenuhi
syarat subyekiif szhnya suatu perjanjian  schingga dapat  dimchonkan
" pembatalannya, Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut
membatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga viang yang dijamin tetap ada dan
pelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur,

Kata Kunei @
Hak Tanggungan, Perianjian Kredic
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ABSTRACT

Name : SHEILA THOMASYAD]

Program Stady : Magister Kenotariatan, Faculty of Law, University of
Iandonesin

Title : Legal Consequences of Escumbrance over Land Conducted

by Unauthorized Party towards Deed of Loan Agreement

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by
unauthorized party and its legal consequences towards the deeds drawn up in
relation to such lepal action, in aceordance with Law Number 4 of the Year 1996
regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land, This
research uses juridical normative method with qualifative approach which is used
o provide qualitative illustration regarding the implementation of foan granting
andd the Encumbrance of Morigage Right as well as its consequences over the

... legal aetion conducted by unauthorized party. Based on the result of research, it

can be concluded that legal action for the Granting of Mongag& Right conducted
by unauthorized party over the object of such security does not fulfiil the
subjective requirement for the validity of an agresment; therefore, it can be
requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage
Right does not automatically annul the Deed of Loan Agreement, therefors, the
~ secured loan will remain o be valid and its full repayment must be satisfied by the
Pebtor.

Keywords:
Mortgage Right, Loan Agreement,
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BAER1

PENDAHULUAN

1.1,Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan  pembangunan  nasional i Indonesia  melahirkan
peningkatan kebutuban ekonomi yang menitikberatkan pada penmyediaan dana
segar yang cukup besar maka dirasakan perlunva suafu lembaga yang
dapat menyediakan fasilitas peminfaman uang tunai kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, perorangan, badan usaha atay  badan hukum  yang
berusaha meningkatkan kebutwhan  konsumtif  ataw  produkiif sangat
membutuhkan  pendanaan  dart  Baenk  scbapai  salsh  satu sumber
dana yang dianiarahya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi
dalam mendukung peningkatan usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan
dana perkreditan  dalam proses pembangunan, sudah  semestinys  jika
Pemberi dan Penerima Kredit serta pihak lain yang terkeit mendapat
perlindungan melalui suaty lembaga Jaminan yang kuat agar  dapat
memberikan kepastian hukum bagi semua pibak yang berkepentingan sebagai
upaya roengantisipasi  timbuloya resike bagi  Kreditur pada masa
yang akan datang.

Berdasarkan kebutuhan akan dana  tersebut, lahirlak  lembaga
kevangan Bank vang melalakan penyaluran dana kepada masyarskat dalam
bentuk  pinjarman  kredit  selaku lembaga perantara  keuangan  kepada
masyarakat yang membutubkan moedal. Selain fungsi penvaluran dana
fersebut, Bank juga berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat
dalam bentok simpanan.

Usniversitas Indonesia
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Fasilitas  pinjaman kredit yang diberikan pihak Bank kepada
masyarakat berdasarkan perjanjian  utang-piutang vang lazim  disebut
sebagai  Perjanjian  Kredit, melahitkan  kewsajiban  bagi  pibak
Debitur  untuk  melunasi pinjamannya dalam  jangka wakiu  yang
telah disepakati bersema dengan cara angsuran. Adanya perjanilan pinjam-
meminjam  uvang tersebut mutlak  diperlukan solust hukwmn bagi adanya
Lembaga Jaminsn agar memberikan Kepastian bagi pengembalian pinjeman
tersebut.  Keberadsan Lembaga Jaminan amat diperlukan  karena  dapat
memberikan kepastian dan perlindupgan hukum bagi penvedia dana dan
Penerima  pinjaman.  Solusi  hukum  vang dimaksud  disini adalab
prosedur  mengenai  pelaksanaan  pemenuhan  prestasi apabila  Debitur
wan  prestast. Sebagal jaminan pelunasan utang, pihak Debitwr  wajib
mengagunkan suatu obyek yang mempunyai nilai vang kepada pihak Kreditur
hingga atang Debitur terlunas! selurubnya. Sebagai jaminan, Hak Atas Tanah
merupakan obyek yang paling sering digunakan dengan dasar pertimbangan
tanah paling aman, mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi,
kemudahan dalam penjualannya, tidak mudah musnah dan memiliki tanda bukti
yang kuat berupa Sertipikat Hak Atas Tanah. )

lLembaga Jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efekiif
dann aman adalah tansh dengan jaminan Hak Tanggungan, Hal itu didesan
adanya kemudahan dalam mengidentifikasi Obyek Hak Tanggungan,
jelas dan pasti eksekusinye, disamping itu utang yang dijamin dengan
Hak Tangpungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lsinnya dengan
vang hasi! pelelangan tansh.! Berdasarkan kebuthan tersebut, lahirlah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1596 tentang Hak Tanggungan Atas Tanzh
beserts Benda-benda vyang berkaitan Dengan Tanah yang  selanjutnya
disebut Undang-Undang Hak Tangpungan { UUHT ) vyang menyatakan
Hak Tenggungan sebagai lembaga jaminan yang dibebankan atas tanah. Undang-
Undang Hak Tanggungan tersebut diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal

' Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, { Yogyakarta: LaksSang
FRESSindo Yogyakarta, 2008 ), hlm, 2.
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9 April 1996.% Menurut Anriz Nazaruddin, sebagaimana yang dinyatakan dafam

Pasal | angka 1 UUHT ini, Pengertian Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah adsiah:

Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrara, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah ity, untuk pelunasan utang fertentu terhadap
Kreditor-Kreditor lain.’

Sebelumnya lahir dan diberlakakannya Undang-Undang Nomor 4 Tshan
1696 ini, teiab ada ketentuan yang mengatur mengenad tanah, yaitu dalam Buku Il
Kitab Undang-Undang Elukum  Perdats  Indonesia mengenal  Hypotheek
dan ketentuan mengenal Credietverband dalam Staatsbiad 1908-542 jo 1937-19¢

nainun, dalam perkembangannya kedua aturan tersebut dipandang tidak sesuai

lagi dengan nafas kebutuhan perkreditan Indonesia sehingga dinyatakan
tidak berlaku lagi dan drigantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tzhun 1996
tentang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan atas tanah untuk pelunasan

hutang tertentu mempunyai ciri-ciri sebagai bertkut:

1

2
3
4.
5

. Memberikan kedndukan yang diwtamakan kepada Krediturnya,

Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek [tu berada.
Memenuhi asas spesialitas dao publisitas,

Mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya.

Mempimyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi yeng berarti bahwa Hak

Tanggungan membebant secara uwtub obyeknya dan setiap bagannya.

* Indonesia, Undang-Undung tentang Hak Tanggungon Atas Tanah Beserfa Benda-benda
Yang Berkaitun Dengon Tanah, Undang-undang No, 4 Tehun 1996, him. 17.

* Anriz Nazaruddin, “Perjorgion Kredit”, { Makalah disampaikan pada Up Grading and
Refrehing Course Tkatan Notaris Indonestz Sulawesi Selatan, 2006 ), him. L

4 Indonesia, op.cit., him. 18,
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6. Merupakan perjanjian accessoir yang bergantung pada perjanjian

pokok.

Obyek Hak Tanggungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin adalah berupa
uang;

2. Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangakan karena apabila Debitur
cidera janji maka benda yang dijadikan jaminan akan dijual;

3. Termasuk hak yang didaftar menurut peraturan tentang pendaftaran
tanah yang berlaku karena harus dipenuhi syarat publisitas;

4. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu Undang-Undang.®

Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan memungkinkan adanya
penjaminan oleh pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang Debitur kepada
Kreditur, yangl disebut Penjamin. Penjamin tersebut berkewajiban
memenuhi pelunasan utang Debitur kepada Kreditur apabila Debitur
tidak sanggup melunasi utangnya. Penjaminan dilakukan dengan cara
membebankan Hak Jaminan pada obyek hak milik Penjamin sehingga

apabila terjadi cidera janji, obyek jaminan tersebut yang akan disita oleh -

pihak Kreditur untuk pelunasan piutangnya.

Memanfaatkan perkembangan Lembaga Jaminan Atas Tanah dan
penjaminan oleh pihak ketiga yang ditawarkan, dalam prakteknya sering
ditemui para pihak yang tidak beritikad baik yang berusaha untuk memperoleh
pinjaman kredit dari Bank dengan memberikan jaminan Hak Tanggungan
berupa obyek Hak Atas Tanah yang bukan miliknya. Pada pelaksanaannya,
calon Debitur tersebut biasanya dibantu oleh pihak ketiga yang bertindak
sebagai Penjamin dan mengaku sebagai pemilik obyek Hak Atas Tanah yang
akan dibebankan Hak Tanggungan. Pada kenyataannya, Penjamin tersebut

seringkali merupakan pihak yang sesungguhnya tidak berhak atas obyek

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet.], Ed Rev,Cet.10, ( JTakarta: Djambatan, 2005 ), him.
425,
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hak atas tapah tersebul yang mengakibatkan dirinya tidak berwenang untuk
melakikan perbuatan hukum pembebanan hak atas obyek yang akan dijanunkan.

Pada saat pelaksanaan pembuatan Perjaniian Kredit dan Pemberian Hak
Tanggungan dihadapan  Notads/PPAT, pihak yang tidak beritikad  baik
mengelabui Notans/PPAT dan pihak Kreditur dengan identitas palsu agar
pinjaman kredit dicairkan dan Sertipikat Hak Atas Tanah yang bukan
merupakan haknya tersebut dapat dibebankan Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelunasan  wlang kepada Kreditur, Bank sebagai  pihak  Kreditur
seringkali menerima permohonan kredil dan cbyek jaminan terssbut tanpa
melakukan pemweriksaan  lebih  mendalam  sehingga terjadilah  pemberian
pinjaman kredit kepada Debitur vang dituangkan delam Akta Perjanjian
Kredit yang dibuat dihadapan Nofaris dun ditindakianjuti dengan pembebanan
Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Bank sebapai jaminan pelunasan
hutang Debitur, Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUHT, tata cara Pemberian Hak
Tanggungan yang dimaksud barus memenuhi persyaraian, salah satunya
»Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan oleh PPAT sesual dengan peraturen perundang-undangan yang
berlaku.”® Pasal 10 ayat {1} yang mengatur mengenal {ata cara pemberian Hak
Tanggungan menegaskan bahwa: ‘

Pemberan Hzk Tanpeungan didabului dengan janii untuk memberikan Hak
Tanggungan sebagal jaminan pelunasan utang terfentu, yang dituangkan
didalam dan mempakan bagian tak terpisabkan dari perianjian mang~piuwng
yang bersangkutan atau pegjanjian lainnya yang merimbulkan utang tersebut,

Pada sast terjadi cidera janji yang berakibat pada kredit macet,
Bank scbagai pihak Kreditur akan melakukan eksekusi Hak Tanggungan
dengan perantaraan instansi yang berwenang. Bank akan melimpshkan kredit
macet kepada Pamtia Pengurusan Puttang dan  Lelang  Negara _ yang

* Indonesia, op.cit, him, 5.

? Induonesia, fbid.
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akan mendatangi pemihik obyck Hak Tanggungan dengan membawa surat
paksa yang menyatakan akan melelang obyek Hak Tanggungan tersebut atas
jatuh temponya seluruh pinjaman kredit yang tidak sanggup dilupasi oleh
Debitur.  Pelelangan  aken  menemui  hambatan, yaifuy  perlawanan  dan
keberatan dari  pemilik sah  Obyek Hak Tanggunpan sebab pemilik
vang sah  merasa  tdak  permah  meminjam  uvang  kepada  Kreditur
maupun mambebankan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atss
Tanahnya tersebut. Pemilik yang sah akan membantah bahwa dirinya sebagai
pihak Pemberi Hak Tanggungan.

Menurut Soetarno, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956,
pada ayat (1) disebuikan bahwa: “Pemberi Hak Tanpgongan  adalah
orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyal kewenangan untuk
melakukan perbuatan  hulkwn  terthadap obyek Hak Tengpungan vang
bersangkutan”® Pendapat Soetarno fersebwt didukung dengan  adanya
peraturan pada Pasal 8 ayat 2 UUHT vang mengatur bahwa, "Kewenangan
untuk  melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek Hak  Tanggungan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada Pemberi Hsk
Tanggungan pada saat Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.”

Pemilik Obyek Hak Tanggungan vyang sah sangat berkeberatan
dan  melakukan perlawanan  atas  findakan pelelangan  pada  obyek
Hak Atasz Tanahnya, sebab:

i. Tidak pernah memindahtangankan tanah dengan perjanjian hutang piutang
kepada Kreditur,

2. Tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun terhadap tanah terscbut.

3. Tidak pernah bertindak sebagai Penjamin hutang Debitur.

4. Tidak pernah berhutang kepada Debitur tersebut maupun Bank.

Bank sebagai piha? Kreditur dari kredit macet ingin memperoleh
pelunasan  piulangnya. Berdasarkan karakteristiknya, Hak Taogpungan
memberikan kedudukan divtamaksn bagi Kreditor pemegangnya, hal

¥ Sotarne, dspek-dspek Hukum Perkreditan Pada Bank, ( Bapdung: Alfabeta, 2003 ),
him. 162,
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tersebut didukung oleh pendapat JSauioHak Jaminan kebendaan adalah
hak-hak  Kreditur  untuk  didshulukan  dalam  pengambilan  pelungsan
daripada Kreditur lainnya atas hasil penjualan svaty benda atau kelompok
"2

benda tertentu yang secara khusus diperikatkan,
Sjahdeini:

dan oleh pendapal Sutan Remy

Untuk melaksanakan kewenangan sebapai Pemwgang Hak Tanggungan
Pertama untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuagsan sendid
melalul pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan
hasil penjualan tersebut, apabila Debitor cedera janji maka cukuplah
Pemegang Hak Tanggungan Pertama itu mengajukan permochonan kepada
Panitiec Pengurusan Piutang dan Lelang Negara setempat untuk
pelaksanaan p&l&iangan umam  dalam rangka Eksekusi Objek Hak
Tanggungan tersebut.'

Adanys Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan ataupun
dibuat dihadapan Notaris dan Sertifiket Hak Tanggungan yang diterbitkan
Kantor Pertanahan selempat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
vang dibuat di  hadapan PPAT, memberikan kedudukan diutamakan
kepada Kreditur untuk melakukan pelelangan Obyek Jaminan yang dibebankan
Hak Tanggungan untuk memperoleh pelunasan  piutangnya, sclama
Perjanjian Kredit dan Akiz Pemberian Hak Tanggungannya memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka peniing untuk dikaji
secara yuridis suafu permasalahan yang ferkait dengan “Akibat Hokum
Pembebanan Jaminan Atas Tanah yang Dilakukan Oleh Pihak vang Tidak
Berwenang Terhadap Akta Perjardian Kredit”.

¥ 1. Satrio, Hukum Jarinan, Hak-hak Jaminan Kebandaws, cot IV, Banduag: Citra
Aditya Bekdi, 2002 ), him. 17,

% Sutan Remy $jahdeini, Hak Thnggungan, { Bandung: Alummi, 1999), him, 165.

Universitas Indonesia

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar  belakang permasalaban  yang telah diuraikan
sebelunya, dapat dikemukakan permasalaban sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akibat hukum atas pernbebanan Hak Tanggungan yang
dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap Akta Perjanjian
Kredit?
2. Bagaimanskah perlindungan hukum terhadap Kreditur apabila Debitur
wan prestasi?

1.3. Metede Penelitian

Penulisan penelitian int menggunakan metode peneditian kepustakaan yang
bersifat yuridis normatif yasg memasukkon metode wawancara, yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan penclusuran asas-agas hukum kemudian
dibuat interpretasi terhadap peraturan bukum umum yang dilanjutkan dengan

pengujian hasil interpretast terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum,

Tipologi penclitian yang dipergunakan dalam proposal penelitian ini
adalah:

1. Ditinjau dari szzéat sifatnya, tipolopi vang dipergunskan adalah
penelitian - eksplanatoris yang mendeskripsikan  secara  eksplisit
mengenai Perjanitan Kredit, Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak
Tanggungan serfa syarat vang harus dipenubi dalam melakukan
tindakan hukum tersebut pada kasus menurat hukun den peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ditinjau dan sudut bentuknya, tipologi yang dipergunakan adalah
penelitian  preskriptif yang bertujuan untuk mencari pemecaban
dari permasalahan yang dibahas. Dalam - penelitan pada
pembuatarn Akta Perjanjian Kredit yang obyek jaminan diberikan
kepada Kreditur oleh pihak yang tidak berwenang untuk
melakukan  tindakan hukum  atas obyek fersebut, diupayakan
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spiusi bagi kreditur untuk mempercieh pelunasan piutangnya,

3. Ditinjau dari sudut ilmu yvang dipergunakan, int merupakan penelitian

monoe  disipliner, vaitu penelitian  yang menggunakan  satu
disiplin iimu, yaiu berpedoman pada Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Proposal penelitian inl mengpgunakan jemis data sckunder, Data

sekunder adalah data yang diperoieh dari kepustakean yang ferkail dengan

materi pembuatan Perjanjian Kredit dan pembebanan Hak Tanggungan,

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen.
Pada studi dokumen, bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah:

L

Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku
secara menyelurvh yang berkaitan langsung denpan permasalahan
vang akan dianalisa yang akao digunakan sebagai dasar hukum,

Sumber sekunder, yaim bahan hukum vang menjelaskan Iebih lanjut
mengenat bahan hukum primer. Dalam proposal penelitian ini, bahan-
bahan tersebut diperoleh dari literatur-literatur dan intemset yang
berkaitan dengan permasalaban yang kemudian aken digunakan

sebagai landasan teor.

Data vang dipercleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis'', yaitu penyajian

yang menggambarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku dikaitkan

dengan

teori-teori  hukum dan  praktek pelaksanaan  hukum  positif

yang menyangkut permasalahan yang dianalisa.

B Sei Mamudi, er of, Metode Peselitian dan Pevidisan Fukum, Cet. §, ( Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesiz, 2003 ), hlm, 67,
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistemnatika penulisan sangat diperiukan dalam suatu penulisan tesis
agar penulisan tesis ini menjadt teratur dan terarah, Sistematika dalam tesis
ini dibagi menjadi tiga bsb dan masing-masing bab terdiri dari sub bab
sebagal berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini mengawalt seluruh rangkaian uraian yang menjadi | gambaran
permasafahan  sebagat  dasar pembabasan yang digunakan pada  bab
berikutnya., Sub bab Pendabuluan terdiri atas latar belakang permasalahan,
pokok permasalahan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB Il Teorl dan Analisis,
Bab ini  berisikan landasan teord guna  memberikan  pengertian
mengenai  pembahagan, Pada  bab  iml, diwaikan  pengertian  Hak
Tanggungan, Perjanjian Kredit, persyaratan Pemberian Hak Tanggungan,
Pemberian Hak Tanggungan dan persyaratannya serta  tinjauan  yang
juga menjadi  dasar pada pembshasan  bsb  selanjutnya  untuk
menfawab permasalahan pada tesis ini.
BAB 1I: Penutuy
Penutup yang mengakhiti scluruh  rangkaian  uralan  dan  pombahasan
yang dituangkan dalam sub bab simpulan yang berisikan jawaban

dari perinasalahan dan saran yang berguna untuk perbaikan di hari depan.

Universitas Indonesia
Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



BAB2
AKIRAT HUKUM PEMBEBANAN JAMINAN ATAS TANAH YANG
DH.AKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG
TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT

2.1 Tinjavan Umum Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan dan Sertipikat T
Hzk Atas Tanah

2.1.1. Perianjian Kredit
2.1L.L.1.Lahirnya Perjanjisn
Menurut  Pasal 1313 Kiteb  Undang-Undang  Hukum  Perdata;
“Suatu Perganjian adaleh suatu perbuatan dengam mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Didukung T
oleh pendapat Profesor Subekti: “Suaty Perjaniian harus dianggap lahir pada
waktu tercapainya suatu kesepakatan antaca kedua beiah pihak.”'"”, U
Lahirmya suatu Peganjian dapat didasarken pada asas Konsensualitas.
Konsensualifas berasal dart censesyvus yang berarti kesepakaten. Berdasarkan
kesepakatan  tersebul,  termaktub  suate makoa  bahwa  diantara
para pihak fersebut telah tercapal suatu persesuasian kehendak antara pibak
yang satu dengan pihak lainnya. Asas Konsensualitas dalam hukum Perjaniian
bermaksud memyatakan bahwa pada dasarnya sustu Perianjian dan Perikatan
yang timbul karenanya, sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kars sepakat,
yang juga berarti bahwa perjaniian tersebut sudak sah seizk tercapainya kata
sepakat dan tidak dipertukan formalitas lain untuk keabsahannya,'

2 Subekti, Pokok-Fokok Hukaor Perdate, { lakarta: PT Interroasa, 1980), him. 138.

¥ Nico Indra Sakti, “Kajian Hukum Syarat-Syarat Umum Perkreeditan Bank Dalam
Perjanifian Kredit Notorial” {Tesis Magister Kenolariatan Fakultas Hakum Universitag Indonesia,
Depok, 20053, him 27,

[§i
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2.1.1.2. Sahnya Saatu Perjanjian
Pembuatan perjaniian melibatkan lebih dari saty pihak maka diantara para
pthak  yang bersangkulan haruslah  tercapai  persesvaian  kehendak
namun  persesuaian  kehendak bukanlah  satu.satunya  persyaratan  yang
harus dipenuhi untuk kesbsshan suatu perjaniian, Persyaratan keabsahan
suate perjanjian seperti yang dituturkan oleh Anriz Nazarudding

Berbicara tentang Perjaniian maka harus ditinjau pula syarat sahnya sustu
perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata,
Untuk sahnya svatu pecjanjian diperlukan empat syarat:

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu hal tertentu;
suatu sebab yang hala

e

le

Persyaratan mengenal  kecakdpan pibak vyang membuat * perjanjian
untuk syarat keabszhan suatu perjanjian dijelaskan lebih lanjut oleh
Kartini: *Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal perhubungan dengan masalah
kewsnangan bertindak dalam hukum.”'®. Profesor Subekti dalam bukunya
menjabarkan  definisi-definisi dari  keempat syarat yang harus  dipenuhi
untuk keabsahan suatu perianjian, yaita:

Keempat syarat sahnya perikatan yang [lahir dari Perjanjian ini dapat

didefinisikan sebagat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kedua belah pihak dalam  suatu  perjanjian, harus  mempunyai
Kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemavan itu
harus dinyalakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tepas atau diam-
diam. ... Kemaunan yang bebas scbagai syarat pertama untuk
suatu perjanjlan vang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu

Depok, 2008}, Blm27.
W Antiz Mazaruddin, foe.cir

5 Rartini, Hak Tonggimgan, ( Jakana: Kencana, 20053, him. 53.
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telah terjadi karema paksaan { dwang ), kekhilafan ( dwaling )
atau penipuan { bedrog ).

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karcna ia
takut pada suatu ancaman.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atan mengenai barang
yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Penipuan terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan-keterangan  yang  tidak  benar,  disertal  dengan
kelicikan-kelicikan, sehingga pihak  lain  terbujuk  karenanya
untuk memberikan perizinan.

2. Kedua belah pihak harus cakap mesurst hukom untuk  bertindak
sendiri,.  Beberapa golongan  oleh  Undang-Undang  dinyatakan
“tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum,
Mereka itu seperti orang di bawah umur, orang dibawah pengawasan
{ curatele } dan perempuan yang telah kawin ( pasal 1330 BW ).

3. Yang.diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah seatu hal. atau.
suaty barang yvang cukup jelas atau fertentu. Syarat i perly, untuk
dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan.
Barang yang dJdimaksudkan dalam  perjanjian, paling sedikit hams
ditentukan jenisnya.

4. Selanjutaya  Undang-Undang m&nghemiakz untzk  sahnya suatu
Perjanjian harus ada svatn corzaak { causa ) yang diperbolehkan.
Menurut riwayatnya, causz ini dimaksudkan desgan “tojuan”, yaitu
apa yang dikehendald oleh kedua pzhak dengan mengaﬁai:an perjanjian i,
Dengan kata lain, causa berarti: isi perjanjian itu sendir. 't

2.1.1.3. Macam-macam Perjanjian

Perjandian terdiri atas 2 (dua) jenis dan dikelompokkan menurut karakteristikanya.

Jenis-jenis perjaniian dijabarkan oleh Profesor Subekti:

Perjanjian terdiri atag 2, yaitu:
(1) Perjanjian bernama, vaitu perjarjian vang distwr dalam Buku III
BW, seperti:
a. jual beli;
b, tukar menukar;
C. SOWE Ienyews;
d. perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
e. persekutnan;

16 subektl, op.cir, hlm. 135,

Universitas Indonesia
Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



perkumpulan;
hibah;
penitipan barang;
pinjam pakai;
pinjam meminjam;
bunga tetap atau bunga abadi;
perjanjian untung-untungar;
. pemberian kuasa,
penanggungan
0. perdamalan
(2) Pedjaniian tidak bemama, yaity perjanjian yang tidak diatur dalem
Buku I BW, muncul karena kebutuban masyarkat, seperti:
a, sewa beli;
b, anjak pintang;
¢. modal ventura!’

oo Rt g ™

2.1.14. Delinisi Mengenai Perjanjian Kredit
Terdapat beberapa pendapat pakar fmkum  yang membahas mengenal

definist  Perjanjian  Kredit. Mehorot  Sutan  Remy  Sjahdeini.”Pemberian
kredit dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian Kredit yang  merupakan
kesepakatan antara Baok dan nasabshnya yang secara hukum tidak terikat
pada suaty bentuk tertentu.”*%,

Definisi Perjanjian Kredit juga dikemukakan dalam beberapa pendapat

para ahli, sebanai berfkut:

i.

R. Subekii dalam bukunyz mengemukakan bahwa:"Dalam bentuk apapun
juga pemberian kredit ifu diadakan dalam semuanya itu, pada hakekatnya
yang “terjadi adalah suatu persetujuan pinjam meminjam, sebagaimana
diatwr dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1734 sampai
dengan Pasal 1769, [lengan melihat pendapat belisu, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pemberian kredit {tw merupakan suat
persctujsan  pinjam  meminjam.  Pagal 1754 Kitab  Undang-Undang

' Subekti, Angka Perjanjian, { Bandung: PT Citra Aditys Bakti, 1995 ), him, 1.

** Sutan Remy 8jahdeini, Kebebasan Berkontrak don Perlindungan yang Seimbang Bagi

Para Pikak Delonr Parjanfian Kredit Bank di Indenesia, Cet ], ( Instit Bankdr Indonesia: 1993 ),
Alm. 155,
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Flukum  Perdata  merumuskan  persetujuan pinjam  meminiam
sebagal  berikut"Adalah  persetjuan  dengan  mana  pihak  yang
saty raemberikan kepada pihak yang lain suatu jumlzh tertentu barang-barang
vang menghabis  karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

vang belakangan ini meagembalikan sejumlah yang sama pula.”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata secars imphsit terdapat isfilah Kredit pamun dapatlah  dirasakan
adanya peristiwa hukum antaza Pemberi Pinjaman dan Peperima Pinjaman.
Peristiwa hukum  tersebut  didasarkan pada adanya kewajiban bagi
Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjamannya pada saat yang

 telak disepakati bersama.

2. Drs. HA. Chalik dan Marhaenis Abdul Hay, mengaiskan kalau
kita perbandingkan kelima belas perjanjian khusus yang diatur dalam

Kitsb  Undang-Undang Hukum Perdata maka pengertian  Kredit,

mendekati pada pengertian pinjam menggant. Dengan pendapat ini mungkin
semakin jelas bahwa pengertian Kredit yang diberikan olsh Kitab
Undang-Undang Hukwn  Perdata adalah  merupakan  persetujuan

piniam mengganti  atau  pinjam  meminjam. Dengan  kata  lain,

Perjanjian Kredit identik dengan persetujuan piniam meminjam vang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan wvralan yang dijabarkan di  atas, dapat disimpulkan
bahwa Kredit merupakan sustu pembertan prestasi oleh suate pihak kepada
pihak lain yang membutubkan dan cleh pihak vang menerima prestasi
berjanji akan mengembalikan prestasi terscbut pada suatu masa terfentu yang
akan datang. Kesimpulan ini memiliki persamaan dengan definisi Kredit
menurut  Ungdang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 yang telah diperbaiki
dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan pada Pasal 1 Butir 1 yang berbunyi"Kredit adalah
penyedisan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan il
berdasarkan persetyjuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank
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dengan pihak lazin yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pemberian bunga.”.

Iembaga keuangan yang memberikan  kredit  menurat  saburen
formal adalsh Bank dan lembaga keuangan non Bank, dimana mempunyai
dua fujuan, vaifu: menghimpun dana <darfl masyarakat dan melepaskan
kembali dana itu kepada masyarakat melalu kredit. Dengan demikian setiap

kita berbicara mengenai kredit tidak akan terlepas dari fungsi intermediary bank."”

2.1.1.58.Prosedural Pemberian Kredit
Perjanjian  Kredit lahir pada saat terjadi ksta sepakat, yaitw pada

" $aat’ pemnochonan - Debitur - diterima - oleh - Kreditur. . vang disahkan

dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut.  Ditandatanganinya
Perjanjian  Kredit antara  Kreditur  dan  Debitur  maka Kreditur
berkewaiiban  meminjamkan wang dan  berhak mendapat  pengembalian
serta menerima piutaﬁgi,nya, sedangkan Debitur berhak mendapat Fasilitas
Kredit dan mempunyal kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam
jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit terscbut
serta menyerahkan jaminan pelunasan utaognya melalui Pemberian Hak
Tanggungan baik oleh Digbitur sendiri maupun oleh pibak ketiga
yang berkedudukan sebagai penjamin pelunasan utang Debitur®®

Permohonan kredit oleh pihak Debitur dilakukan melalui proses pengajuan
kredit kepada pihak Kreditor Scbelum memberikan persetujuan pemberian
kredit, pihak Kreditur sesual vang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7
Tahun {997 ientang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
pada Pasal 2 discbutkan ketentuan agar pibak perbankan dalam melakukan

kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ckonomi dengan menggunakan

¥ Nico Indrs Bakti, foc.cif, him. 14,

% Rohaya Sitangeang, “Pembebunon Hak Tanggungen Atas Beberapa Hak Atas Tanah {
Harta Campur Suwami Isteri, Satu Terdaftar Atas Nama Isteri dan Lainmya Atas Nama Suami )7
{Tegis Magisler Kenotariatan Fakaltas Hukus Universitas Indonegia, Depok, 2005}, him, 31,
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prinsip  kehati-hatian  { prudential  banking principle ). Pada Pasal 3
diarahkan lebih lanjut bahwa " Dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyal
keyakinan atas kemampuan dan  kesanggupan Debitwr  untuk  melunasi
hutangnya sesual dengan yang diperjanjikan” dan  untuk  memperoleh
keyakinan tersebat, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian
yang scksama torbadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek
usaha dari calon Debitur,

Pihak Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada perorangan
atau peruszhaan, Kreditur tersebut membutehkan penilaian kredit dalam
bentuk analisis kredit untuk membantu mepentukan resiko yang ada atau

yang mungkin terjadi dan pinjaman yapg diberikan sera creditworthiness .

dari calon Debirur denpan usaha preventif. Unwk ftu, analisis kredit amas
penting schah berguna untuk:

. Menentikan berbagai resike yang akan dihadapi oleh Bank dalam
memberikan kredit kepada pihak Debitur,

2. Mengantisipas! kemungkinan pelunassn kxedit tersebut karena Bank
teleh mengetahui kemampuan pelunasan melabul analisis cashfiow
usaha Debitur,

3. Mengetahui jenis Kredit, jumiah kredit dan jangka waki kredit yang
dibutihkan oleh wvsaha Debitur, sehingga bank dapat melakukan
penyesuaian dengan strukiur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.

4, Mengetahui kemampuen dan kemausn Debitur vntuk  melanasi
kereditnya, baik dar: sumber pelunasan primer maupua sekunder,

Setelah  melalui  prosedur  pengajuan kredit  kepada  pihak
Kreditur, kemudian ditindaklanjuti  dengan pelaksanaan  proses analisis
pemberian  kredit terhadap permwohonan kredit yang diajukan oleh pihak
Debitur, Beberapa tahap yang dilakukar dalam proses tersebut, sebagai berikut:

1. Tahap sehelum pemberian kredit diputuskan oleh Bank, yaitu tabap

Bank mempertimbangan permohonan kredit calon nasabah Debitur,
yaitu tahap analisis pemberian kredit.

2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penuangannya
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dalam perjanjian kredit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit.

3. Tahap setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan selama kredit itu digunakan oleh Debitur sampai jangka waktu
kredit belum berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit
atau tahap pemantauan dan pengamanan kredit.?’

Instrumen analisis kredit yang dipergunakan oleh lembaga perbankan adalah
The Five C’s of Credit Analysis yang disebut juga dengan “Prinsip 5 C”.

Prinsip 5 C tersebut meliputi 5 asas, yaitu:
1. Character

Adalah adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa calon Debitur

. mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin

dari latar belakang Debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atan gaya hidup yang
dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas Bank mengadakan penyelidikan
secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang
berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat
berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

Dalam menentukan karakter, Debifur harus mampu menunjukkan kepada
Bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan.
Untuk itu dibutuhkan frack record dari yang bersangkutan. Tentu saja
untuk melakukan hal ini sangat sulit. Di Australia informasi semacam itu
-dapat didapatkan = pada biro kredit, seperti Credit Reference Association
of Australia, Lid (“CRAA”). Di Indonesia informasi tersebut dapat
diperoleh melalui system informasi kredit yang dimiliki Bank Indonesia

namun karena tidak adanya sistem “kenal diri” yang berlaku nasional

?! Emilia Retno Trahutami Sushanti, “Analisis Yuridis Kasus Utang Piutang yang
Berakibat Pada Kedudukan Bank (Kreditur) Selaku Pemegang Hak Tanggungan ( Analisis
Putusan Makhamah Aguing Republik Indonesia No. 1401 K/Pdt/2003),"” (Tesis Magister
Kenotariatan Fakultas Hulum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 15.

2 “pnalisa Kredit Dengan 5 C,” < hitp://74.125.153.132/search?q=cache.ypTnA8 Yn-
BKkJ:raimondfloralamandasa. blogspot. com/2008/1 2/analisa-kredit-dengan-5-c-olehraimond-
JStmlvanalisis-+5teded=3&hi=id&ci=clnk&gi=id>, 1§ Juni 2009,
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sehingpa seorang dapat memiliki wentitas diri Jebih dart saw vang menyebabkan

informasi tersebut seringkali tidak akurat **

2. Cypacity { kernampuan )}

Merupakan  gambaran  mengenai  kemampuan  calon  Debitur  uvntuk
memenuhi kewajiban-kewalibannya, kemampuan Debitur uvntuk mencard dan
mengkonibinasikan  sesources  vyang  terkait  demgan  bidang  usaha,
kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntuian
kebutuhan konsumen/pasar. Disamping ity juga kemampuan untuk mengantisipasi

variabel dari cashffow usaha, sehingpa cashflow tersebut dapat menjadi

sumber pelupasan kredit yang utama. sesual dengan jadwal yang sudsh

disetuiui bersama.

3, Capitel { modal )

Penilaian pada aspek ini diarabkan pada kondisi kevangan nasabah, vang
terdirt dari aktiva lancar ( cwrremd assels) yang tertanam dalam  bisnis
dikurangi dengan kewajitban lancar ( cwrremt ligbilities ) yang disebut
dengan modal keria ( working copital ) dan modal yang tertanam pada
aktiva jangka panjang dan aktiva Iain-lain. Analisis kapital ite dimaksudkan
untuk menggambarkan struktur modal { capital structure ) Debitur, schingga
Bank dapat melihat modal Debitur gendiri yang tenacam pada bisnisnya
dan berapa jumiah yang berasal dari pihak lain ( Kreditur dan supplier ).
Bank harus mengetahui “debt jo  equity rgiio”, waitu berapa besarnya
seluruh hutang Debitr dibandingkan dengan seluruh meodal dan cadangan

perusahaan serta fikuiditas perusahaan.

4. Collaterad ( jaminan )
Collateral adalsh  jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan
bank bahwa Debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan

= “Kebijakan Pengembangan Lembaga Penjaminan Kredit di Indonesia,” <hitp:#74.125-
4531 32/search2gcache cAyO343 sCES agustrivona files. wordpress.com/2007/06 lempantoredit
_zulkarnain-sitompul pdf+prinsip v Seked=3&M =id&cr—cink&gl=id», 13 Juni 2009,
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inl berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi
untuk  menjamin  pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari  debitur
tidak melunasi utanguya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumiah
hartanya umtuk pelunasan utang menuruf ketentuan perundang-undangan
yarig berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan
pembayaran  utangnys. Jaminan tambahan ini  dapat berupa kekayaan
milik Debitur atau pihak ketiga,

3. Condition of Ecenomy { kondisi ekonomi )

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha Debilur mampu

. mengikuti fluktuasi ckonomi, batk dalam negeri maupun Juar neger, dan

usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati
Debitur.  Termasuk  juga analisis  terhadap kemampuan ussha Debitur
dalam menghadapi situasi pcrekamzman yang mungkin tiba-tiba berubah
dilpar dugaan semula?*

Selain Prinsip 5 C tersebut dapat juga diterapkan prinsip 5 P’s yang
terdiri atas:

a. Party ( para pihak );

b. Purpose (tyjuan )
Payment { pembayaran 3;

a0

Profuubility { perolehan laba );

e. Profection { perlindungan )*

2.1.2  Hak Tangguegan

2.1.2.1. Tinjauan Meogenai Hak Tanggungan
Berdasarkan Pasal 1 angka {1} UUHT, dijelaskan pengertian
Hak Tanggungan sebagai berikut:

™ «gnalisa Kredit Dengan S C op.oit,

# Emilia Remo Trahutomi Suskanti, Joc.cif, Alm. 17.
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Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah  Hak Jaminan

vang dibebankan pada Hak Atas Tanah sebagaimmana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokol-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut Benda-benda

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan

hutang tertenin, vang wemberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Kreditur terientn terhadap Kreditur-Kreditur lainnya.

Rerdasarkan Pengertian Hak Tangguongan yang disebutkan pada Pasal

t angka (1) UUHT tersebut, terdapat beberapa unsur pokok Hak Tanggungan,
yaitu:

1. Hak Tanggungan adalzh Hak Jaminan untuk pelunasan utang.

2. Obyek Hak Tanggungan adalah Hek Atas Tanah sesuat UUPA. -

3.  Hak Tangpungan dapat dibebankan atas tanahnya ( Hak Atas Tapah )
saja, tetapi dapat pula dibebankan berikat benda-benda lain yang
merupakan satu kesatvan dengan tanah ita,

Utang yang dijaminkan harus suatu utang fertentu,

3, Memberikan kedudukan vang diutamakan kepada Kreditor tertentu
terhadap Kreditor-Kreditor lain.*®

Hak Tanggungan didukung oleh beberapa asas yang membedakan

Hak Tanggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan ulang yang lain.
Asas-psas tersebut tersebar dan diatur dalam berbagai pasal UUHT, scbagai
herikut:

1. Asas Droit de Preference

Dari definigi Hak Tanggungan vang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1}
UUHT, bahwa Hak Tanggungan  memberikan  kedudukan
yang divtamakan  kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan
terhadap Kreditur-Kreditur lain.

Pada sangka 4 Penjelasan Umum UUHT dijelsskan bahwa yvang

dimaksud dengan memberikan  kedudukan dintamskan kepada Kreditur

¥ Sutan Remy Sjshdeini, Hok Touggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pakok Dan Masclah
Yang Dihodapi Oleh Perbankan { Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan ),
Cet.d, { Bandung: Alwmod, 1999 ), kim, 13,
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tertentu terhadap Kreditur lain adalah:

Bahwa jika Debitur cidera janji, Kreditur Pemegang Hak Tanggungan
berhak menjual melalyi  pelelangan vmum tanah yang dijadikan
jaminan  mepwut  ketentwan  peraturan  perundang-undangan
vang bersangkutan, dengan hak mendshului  daripada  Kreditur-
Kreditur yang lain. Kedudukan dintamakan tersebut sudah barang
tentu tidak mengurangt Preferensi pivtang-piutang Negara menurut
ketentuan hukum yang berlaku

Perihal cidera janjinya Debitar dan hak istimews untak mendahului dalam
pelunasan piutang Kreditur dijabarkan lebih lanjut pada pasal UUHT. Hal terscbut
juga dapat dz;umpa: {iarz ketentuan Pasal 20 ayat (l) UUHT yang bcrbunyl
" sebagat bertkuty Sl

Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan:
a. Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertame untuk menjual Objek Hak
Tanggungan schagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atav;

" b, Tifel eksckutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggungan
dijual melalui pelelangan umbm menurut cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan wntuk pelunasan pivtang Pemegang Hak
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada Kreditur-Kreditur lainnya.

2. Asas Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi Kecoall Diperjanjikan
Lain Dalam UUHT,

Berdasarkan  Pasal 2 ayat ({1} UUHT bahwa Hak Tanggungan
mempunyai sifat yang tidek dapat dibagi-bagi, artinya Hak Tanggungan
membebani  secara  utuh  obyek Hak Tanggungan dan  setiap  bagian
daripadanya. Dengan dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, tidak
berarii  terbebasnya sebsgian Objek Hak Tanggungan, melainkan Hak
Tenggungan tetap melekat dan membebam sehuuh obiek Hak Tanggungan
untuk sisa ufang yang belum dilunasi. Ketentuan fersebut diatur dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat {1) UUHT.,

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2} UUHT, sifat tidak dapat dibagi-
baginya Hak Tanggungan, = dapat dikesampingkan oleh para pihak
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dengan  memperjanjikannya  dalam APHT, Penyimpangan #ua hanya dapat
dilakukan sepanjang:

a. Hak Tanggungan itu dibebankan kepada beberapa Hak Afas Tanah.

b, Pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya
sarma dengan nilai masing-masing Hak Atas Tanah yang merupakan bagian
dari Obyek Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan
iu hanya nmembebani sisa Obyek Hak Tanggungar ontuk menjamin

sisa utang vang belum dilunasi.

3. Asas Pepanjian Hak Tanggungan Merupakan Perjaniian Accessoir

Asas Perjanjian Hak Tanggungan adalah. memipakan peranjian. accessoir, .

dcmikxan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (13 UGHT, yaitu karena;
a. Pasal 10 ayet (1} UUHT menentukan bahwa perjanjian untuk
memberikan Hak Tanggungan merupakan bagian  yang  tidak

terpisabkan dari perjanjisi  wlang-pivtang  yang  bersangkutan

atau perjanjian lain yang mentmbulkan utang tersebut.
b. Pasal 18 ayat (1) huruf & mepectukan Hak Tangpungan hapus
karena hapusnya utang yang dijanun dengan Hak Tanggungan,
Perjanjian  Hak Tanggungan ada karena adanya perjaniian  pokok,
vaity Perjanpan Utang-Piutang, jadi bukan perjaniian vang berdiri sendin,
yang artinya Perjaniian Mak Tanggungan tidak akan ada apabila tidak didahulel
oleh  peranjian pokok  ataw  induknya, wvaitu  Perjanfian  Utang-Phutang.
Perjanjian Utang-Pintang tersebut boleh secara notardil atanpun dibuat secara
dibawah tangan aniara Kreditur dan Debitur, tergantung pada  ketentoan

hulcum yang mengatur materi perfanjlan itu.

4, Asas Hak Tanggungan Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Hotang Yang
Baru Akan Ada
Berdasarkan Pasal 3 ayat {1) UUHT, Hak ’i‘angguglgaﬁ dapat dijadikan
jaminan untuk:
a. Utang vang telah ada;
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b. Utang vang belum ada, ietapt telah diperjanjikan  sebelumnya
dengan jaminan tertentu, misalnya utang yang (imbul dari pembayaran
yang ddakukan oleh Kreditur untuk kepentingan Debitur dalam
rangka pelaksanaan Bank Garansi;

¢. llang yang baru akan ada kemudian tetapi telah diperjanjikan
sebelumnya dengan jumlah vang pads seat permohonan Eksekusi
Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian
utang pintang ataw peganjian Jain yang menimbulkan hubungan
utang piutang yang bersangkutan.

Dengan  demikian otang yang dijamin  dengan Hak Tanggungan

. dapat berupa utang yang sudah ada maupnn yang belum ada saat dilaksanakaonya |

Peranjian Hak Tangguogan, dan utang yang eken ada dikenwdion hari, akan
tetapi hal tersebut harus telah diperjanjikan sebelumnya.

5. Asas Droit Ds Suite il

Pasal 7 UUHT menetapkan asay, bahwa Hak Tanggungan tetap
mengikulli  obyckoya dalam tapgan siapapun  obyek tersebut  berada.
Dengan  demikian Hak Tanggungan tidak skan hapus sckalipun  obiek
Hak Tanggungan itu beralih pada pihak lain oleh karena sebab apapun
juga. Berdasarkan asas ini, Pemegang Hak Tanggungan aken selalu
dapat melakeonakan haknya dalam  tangan  siapapun  benda it berada,
itka Debitor cidera janji. Dengan adanya asas ini jelas bahwa Hak Tanggungan
merupakan  hak  kebendasn  vaitu  susty hak  mutlak  yang  dapat
diperiahankan terhadap siapapun yvang mengganpu hak tersebut,

Asas  atau sifat Hak Tanggungan vyang demikian inilah  vang
memberikan kepastian kepada Kreditur mengenai haknya untuk memperoleh
pelupnssan dari hasil penjualan atas tanah atau hak atas tansh yang menjadi
Obyek Hak Tanggungan tersebut apabila Debitur cidera janji, sekalipun tanah
atau Hak Atas Tanah vang menjadi obyek Hak Tapggungan tersebut dijual
kepada pihak ketiga oleh pemilik yang merapakan pembent Hak Tanggungan.
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6. Asas Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan Alas Tanah yang
Tertentu

Pasal § dan Pasal 11 ayat (1) huruf e UUHT menentukan bahwa
Pemberi Hak  Tanggungan  harus  mempunyat  kewenangan  untuk
melakukan perbuatan hukom ferhadap Obyek Hak Tanggungan yang bersanghkutan
dan  kewenangan tersebut  harws  ada  padz  sast  Pendaftaran  Hak
Tanggungan dilakukan, Ketenluan ini dapat terpenuli  jika Obyek Hak
Tanggungan telah ada dan telah tertentu pula tanah yang mana.

Ditentukan pada Pasal 11 ayat {1} humf e UUHT bahwa di dalem
Akta Pemberian HFak Tangpungan wajib dicantumkan uraian yang jelas

... mengenai  chyek Hak  ‘langpungan, artinya bahwa tidaklah = mungkin

untuk memberikan uraian yang jelas apabila objek Hak Tanggungen belum ada
dan belum diketahui cird-cirinya. Kata-kata “uraian yang jelas mengenai obyek
Hak Tanggungan” vyang disebut pada Pasal 11 ayat (i) hwuf e UUHT
tni memnjukkan bahwa obyek Hak Tanggungan harus secara  spesifik
dapat ditunjukkan dalam Akts Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan,

Padas Pasal tersebut diatur bahwa sepantang dibebankan atas benda-
benda yang berkaitan dengan tansh tersehut, Hak Tanggungan dapat
dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut yang
barn akan ada tapi harus telah diperfanjikan terlebih dahulu secara tegas,
asas spesialites ind tidak berfake sepanjang  mengenat benda-benda yang
berkaitan dengan tanah. 2

7. Asas Publisitag Pada Hak Tanggungan

Asas mutlak lahimya Hak Tangpungan dan  mengikatnya Hak
Jaminan terhadap pihak ketiga adalah dengao jalan mendaflarkan Pemberian
Hak Tanggungan pada Kantor Badan Perfanahan setempat sesuair letak tanah
yang dibebankan Hak Jaminan tersebut. Pendaftaran Hak Tanggungan
bersifat terbuka untuk umum schingga pihak ketiga dapat mengetahui
peribal Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Atas Tanah terscbut.
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Asas  publisitas  diuatur pada Pasal 13 ayat (1) UUHT vyang
menentukan babwa Pemberian Hak Tanggungen wajib didaftarkan peda
Kantor Pertanahan sctempat sesuai letak tanah serta pads Penjelasan pasal tersebut
ditentukan bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat mutiak lahic
dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.

8. Asas Obyek Hak Tanggungan Tidak Dapat Diperjanjikan Untuk
Dimiliki Langsung Oleh Pemepang Hak Tanggungan Apabila Debitur
Cidera Janji

Janfl untuk memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan

... untuk _memiliki CObjek . Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji, batal

demi hukum mepuny ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Ketentvan tersebut bergmna untuk melindungt kepentingan Debitur  dan
Pemberi Hak Tanggungan lainnya yang padz umunnya berada sebagai pihak
" yang berkedudukan lemah dalam ‘perjanjian. Pihak Debitur pada’ uinuiminya
sangat membutubkan pinjaman  kredit daxi  Kredinr schingga terpaksa
menetima janii atau persyarafan-persyaratan yang berat sebelah dari pihak
Kreditur. Bengan adanya ketentuan tersebuf, apabila Debitur cidera janji maka
tidak dengan serta merta Pemegang Hak Tanggungan menjadi pemilik dard
Obvek Hak Tanggungan tersebut. Ketentuan inl diatur dalam Pasal 12 UUHT.

9. Asas Pelaksanaan Eksckusi Hak Tanggungan Mudah dan Pasti

Berdasarkan Pasal 6 UUHT meneatukan bahwa apabila Debitur cidera
janji maka pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyal hak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendinn melalui pelelangan uwmum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal
ini memberikan hak kepada Pemegang Hek Tangpungan atau pemegang
Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari seorang Pemegang
Hak Tanggungan, untuk melakukan parate cksckosi yang berarti bahwa
pemegang  Hak  Tanggungan  disamping  tidak  dibufubkan  untuk
memperoleh  persetujuan ‘dari  Pemberi Hak Tanggongan, juga tidak
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perfu  memohonkan penetapan dari  Pengadilan Negeri  setempat  untuk
melakukan eksekusi obyek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janii
Pemegang Hak Tanggungan dimungkinkan untuk langsung memohonkan
kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyek
Hak Tanggungan tersebut.

Hak wntuk  menjual  Obyek Hak Tanggungan atas  kekuasaan
senddiri merupakan salah saiu perwujudan darl kedudukan dintamakan yang
dimiliki olen Pemepang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan
Pertama apabila terdapat lebih dari seorang Pemegang Hak Tanggungan.

Sebagai tanda bukti Pembebanan Hak Tangpungan pada suatu Hak

.. Atas  Tangh maka Kantor . Pertanahan selempai. menerbitkan  Sertipikat |

Hak Tanggunpan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarken KeTubanan
Yang Maha Esa”. [Irah-irah tersebut  dimaksudkan untuk  menegaskan
kekuatan eksekuiorial yang terkandung dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut,
seperti halnya ‘pada susfu putusan pengedilan  yang ftelah memperolch
kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui prosedur
gugat menggugat ferhadap obyek vyapg dibebankan Hak Tangguagan
apabila Debitur ¢idera janji*’

2.1.2.2. Subyek Hak Tangzungan
Definisi mengenai Subyek Hak Tanggungan dan slapa saia yang merupakan
Subyek Hak Tanggungan dijabarkan oleh Seetarmo sebagat beriiut:

Subyek hak tanggungan vyang dimsksudkan sebapai  Pemberl
Hak Tanggungan adalah  orang-orang atau badan hukum mempunyat
kewenangan untuk melakukan perboatan  hukure  terhadap Obyek
Hak Tanggungan. jadi Pemben Hak Tanggungan adalab Pemilik Hak
Atas  Tanzh atan Pemilik Hak Atas Tanah berikut bangunan yang ada
di afas tanab itu. Hanyz orapg atau pemilik fangh saja vang
berhak menjaminkan dengan memberikan Hak Tanggungan.”

¥ Rehaya Sitanggang, foc.eir, bilm. 13.

* Sotamo, op.cit,
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Pasal & ayat (I} UUHT mengatur balwa: “Pemberi Hak
Tanggungan adalsh orang perseorangan atay badan hukwm yang mempunyai
kewenangan uniuk melakokan perbuatan  hukum  terhadap  Obyek
Hak Tanggungan yvang bersangkutan”. Dijabarkan lebih lanjut pada Pasal &
ayat () UUHT, “Kewepangan untuk melakukan perbpatan  hukum
terhadap Obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ada pada Pemberi Hak Tanpgungan pada saat Pendaftaran Hak Tanpgungan
dilakukan.” sebab Hak Tanggungan bamn lahir pada saat didafiarkan
sehingga kewenangan fersebut harus ada pada Pemberi Hak Tangpungan pada

. saat tersebut, Didukung olch pendapat Kartini: “Dapat saja  seseorang . yang

cakap bertindak dalam hukum fetapi tidak berwenang untuk  melakukan
suatu perbuatan hukum
Mengenai pihak yang tidak cakap, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang
" Hukum Perdata meperangkan ~bahwa”Tak cakap untuk  meiobuat suatu
perjanjian adalah:
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
¢. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-
Undang lelah melarang membuat petjanjian-perjanjian terientn.”.
Dalam hal  pemberian  Hak Tanggungan, diatur bahwa yang
berwenang  untuk  memberikan  Hak  Taoggungan atas  ohjelk  yang
akan dibebankan jaminan tersebut adalsh Pemilik OUbjek Hak Tanggungan
yang namanya tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan setempat letak tanah berada.
Sertipikat memiliki banyak fungsi bagl pemiliknya. Fungsi utama
dan termtama dari sertipikat adalah sebagai alat buki vang  kuat,
demikian dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2} hwuf ¢ Undang-Undang

# Kestind, op.cit.
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T

Pokok Aemaria. Oleh  sebab 1w, siapapun  dapat  deagan  mudab
membuktikan dirinya sebagai Pemegang Hak Atas Tanzh bila telah
jelas namanya fercantunt dalam sertipikat tersebut, selain it selanjutnya
dapat membuktikan mengenai data fisik dari tanahnya it misainva luag,
batas-batas  maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan  bidang
tanah dimaksud. Apabila dikemudizn hari terjadi tustutan hukum di
Pengadilan mengenai hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah maka
semua Kelerangan vang dimuat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah 1t mempunyai
keknatan pembuktian yanp kuat dan karenanya hakim harus mencrima
sebagai keterangan-Kelerangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain
.. vang mengingkarinya alau membulktikan sebaliknya.”

2.1.2.3. Obyek Hak Tanggungen
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUHT, vyang  dimaksud dengan Obyek
Hak Tanggungan adalah: “Hak Atas Tansh vyang dapat dibebani Hak
Tanggungan adalah
a. Hak Milik;
b. Fak Guna Usaha; -
¢. Hak Guna Bangunan.”
UUHT mengatur bahwa sefamn ketiga hak atas tanah yaog tersebut di aas,
Halk Pakal atas Tanah Negara juga merupakan salah satu Obyek Hak Tanggungan
vang didasarkan atas sifatnya yang dapat dipindahtangankan dan waith
thidaftarkan, seperti yang dilegaskan pada 2 { dua } unsur pokok yang harus
dipenubi oleh Hak Atas Tansh agar dapat dijadikan sebagai Obyek Hak
Tanggungan, sebagai berikut:
1. Hak Atas Tanah tersebut sesuai dengen ketentuan vany berlaku,
wajits didaftarkan di Kantor Perfanahan setempat untuk memenuhi
asas publisitas Pendaflaran Tanah;

3 “Qerfifikat Sehagai Alat Buleti Hak Atas Tanak, ” <htip-fraimond fforal amendase. -
blogspor.com 72008105/ sertifther-sebagai-alat-bukii-hek-atas emi>, 18 Iuni 2009
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2. Hak tersebut menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
Berdasarkan Pasal 27 UUHT maka Rumah Susun dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun juga merupakan obyek dari Hak Tanggungan.

2.1.2.4, Syarat Pemiberian Hak Tanggungan
Berdasarkan Pasal 10 UUHT tala cara Pemberian Hak Tanggungan diatur sebagai
berikut;

1. Pemberian Hak Tanggungan didzhului dengan janji untuk memberikan
Hak  Tanggungan scbagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang

ditharigkan “di “dalam “dan " merupakan bagian tek “terpisabkdn dan "

perjaniien utang-piutang yvang bersangkutan atau pedaniian lainnys
yang menimbulkan utang tersebut.

2. Pemberian Hak Tanggungan dilgkukan dengan pembuatan Akta
Pemberian Hek Tangpungan oleh PPAT sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

3. Apabila Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Atas Tanah vang berasal
dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaflarkan
akan tetapl pendafamnnya belum  dilakokan, pemberian Hak
Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan Pendaflaran
Hal Atas Tanah yang bersangkutan,

2.1.2.5. Prosedur Pembebanan Hak Tangpungan

Berdasarkan  Pasal 10 ayat (1) UUHT, pemberian  Hak
Tanggungan didahulsi dengan jenil untuk memberikan Hak Tenggungan
schagal jaminan pelunasan ufang lertentu, yang ditnangkan dalam dan
merupakan baglan yang Gdek terpisabkan darl peraniian  utang-piuteng
atau perianjian lainnya yang menimbulkan ulang tersebut.

Berdasarkan dad  ketentuan  pasal  tersebut, Hak  Tanggungan
bersifat accessoir , artinya pemberian Hak Tanggungan banya merupakan
perjanjian ikutan darl perjanjian pokoknya sehingga tanps ada pefaniian
pokok, tidak moungkin  lahir pemberitan Hak Tanggungan. Pemberian
Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri,
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Pemberian Hak Tanggungan didahului  oleh  pembuatan  dan

penandatanganan Perjepjtan Kredit yang lahir pada saat tegadi kata sepakat
antara Debitur dengan Kreditur yang dituangkan dalam Akiz Perjanjian

Kredit. Penandatangan Perjaniian Kredit memimbulkan hak dan kewajiban

kepada pihak Kreditur dan Debitur, Sebagai jaminan pelunasan  utang,

diberikan jaminan kepada pihak Kreditur berupa pemberian Hal Tanggungan

yang dapat diberikan oleh pihak Debitur sendiri saupun coleh pihak ketiga

yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur.

Perianjian Kredit dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di

bawah tangan. Adanya utang yang dijamin merupskan syaseat mutlak bagt
. lahirya Hak Tanggungan yang berdasarkan Pasal 3 UUHT dapat berupa:

a.
b.

<.

d.

c.

Utang vang telah ada,

Utang yang telah diperianiikan dengan fumlah tertentu.

Utang vang telah diperjanilkan dengan jumlah yang pada saat
permiohonan  Bksekusi Hak Tanggungan diajukan  ditentukan
berdasarkan pﬁrjanji;m utang piutang atae perjanjian lain yang
menimbulkan hubungan utang-piutang.

Utang yang beragal dari suatu hubungan hokum.

Satu atau lebih utang yang berasal dan beberapa hubungan hukum.

Pembuatan  petjaniian  pokok  ditindaklanjuti  dengan  pemberian

Hak Tangpungsn yang dituangkan delam APHT yang dibuat oleh PPAT

Tahap-tahap yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1.

2.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, PPAT harus melakukan beberapa hal, sebagai berikut:
Meminta Sertipikat obyek vang akan dibebani Hak Tanggungan
guna pengecekan tertulis, distempel pada Kantor Pertanahan sctempat
mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun denpan daflar yang ada pada Kantor
Pertanahan  tersebut.  Pengecekan  ini berpuna untuk
mengetahut mengenai keabsahan Sertipikat dan kepemilikan tanah
atas Sertipikat, izin-izin vang mungkin diperlukan dari  pihak
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yang berwenang dan kemungkinan adanya sengketa atas tanah
tersebut  yang sedang  berada  dalam  proses  Pengadilan
serta  kemungkinan adanya pemblokiran/pencegahan  Sertipikat
oleh pihak ketiga.

b. Meminta data identitas dan dokumen pendukung lainnya dari
para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Hal
inl berguna uniuk mengetahui para pihak yang wajib hadir dhadapan
PPAT guns pembuatan dan penandatangan akia.

2. Pembuatan APHT

Pembuatan APHT harus dibadiri oleh para pihak yapg bertindak

dalam perbuatan hukum yang dimaksud, yaitu:
a. Pihak Pemberi Hak Tanggungan;
b. Pihak Penerime Hak Tanpgungan atau kuasanya yang diberikan

kuasa -derigan surat kuasa tertuliy sesual yang disyaratkan oleh -

peraturan perundang-undangan,
Pembuatan APHT harus dibadid oleh 2 { dua ) orang saksi. Para
saksi harus memenuhi ketentuan yang diisyaratkan peraturan perundang-
undangan unfuk sahnya kedudukan seseorang  schagal  seorang
saksi. Apabila Hak Tanggungan dibcbankan atas bangupman  atau
benda-benda kain diatas tapah yang bukaw milik Pemberi Hak Tanggungan
maka Pemiltk benda-benda lersebut juga ikut menandatangani APHT
dan juga berkedudukan sebagai Pemberi FHak Tanggungan,
PPAT diwajibkan untuk membacakan isi akta dihadapan para pihak
dan saksi-saksi serla menjelaskan ist dan maksud pembuatan akia
dan prosedur Pendaflaran  tersebut  sesual  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat keabsahan APHT
ditentukan pada Pasal 11 ayat (I} UUHT, bahwa di dalam APHT
wajib dicantumkan:
a. nama dan identitas Pemegang dan Pemberi Hak Tanggungan;
b. domisili para pihak Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan;
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¢. penunjukan secara jelas utang atau ulapg-utang yang dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1),
termasuk juga nama dan identitas Debitur vang bersangkutan apabila
Pembert Hak Tanggungan bukan Debiiur;

d. nilai Hak Tanggungan;

e. uraian vyang jelas mengenal Obyek Hak Tanggungan, uraian
ini  mellpul  rincian  mengenai  Sertipikat Hak Atag  Tanah
vang bersangkutan, atau bagi tanah yang belun bersertipikat,
memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas dan luas tanah;™

Ditentukan pada pasal yang samz bahws depgan tidak dicantumkamya

secara fengkap hal-hal vang dissbut pada ayat ini dalam APHT

akan mengakibatian akia yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan
ini merupakan pemenuhan asas  spesialitas vyang melekat pada

Hak Tanggungan. _ ;

‘Dalam APHT dapat pula’ dicantunikan janjisjanji yang, terdapat pada S
Pasal 11 ayat (2) UUHT Ilanjijanji yang pada umumaya —
membatasi kewenangan Pemberi Hak Tenggungan untuk melakukan
tindakan-tindakan  tertemtu  terhadap Obyek Hsk Tanggungan
tanpa persefujuan tertulis dari Pemegang Hak Tangoungan, Janji-
janji tersebut sifatnya fakultatif dan tidek berpengaruh terhadap

keabsahan akia tersebut

3. Penyampaian APHT ke Kantor Pertanahan setempat,

PPAT karena jabatannyz wajib selambat-lambatnya 7 { wijvh ) hari
kerja setelah penandatanganan APHT scbagaimana dimaksud pada
Pasal 10 ayat (2) UUHT, menyampaikan APHT yang bersangkutan
dan warkah lain  yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan
Nasional, Ketentuan ini diatur pada Pasal 13 ayat (2) UUHT jo. Pasal 114

oom Sardi, “Perjanjian Kredit doi Tanggung Jnvab Sgorang Notaris/PEAT Serta Bank
Dalam Pembuatan APHT Berdasarken SKMHT Pada Bonk Negara Indonesia (Perszro) Tk },”
(Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2603), hlm. 62.
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ayat {1) PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN No. 371957,

4. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan pguna memenvhi  asag
publisitas vang melekat pada Hak Tanggungan, yaitu pendaftaran
pemberian Hak Tanggungan wajib dilakukan sebagai syarat sah lahir
dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Pasal 224
Herziene Indonesisch Reglement { HIR } menyatakan jika pendaftaran
tidak dilakukan maka Hak Tanggungan dianggap tidak pernah
ada sehingga tidak dapat dimohonkan cksekusi penjualan lelang apabila
debmzr cliiera Jangz

' Pada tahap i, Kaﬁtor Perzanahan sett':m;;at melakizkan 2 ( du,a )

bal penting sebagai berikut:

8. Melakukan pendafiaran Hak Tanggungan.
Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan
setempat dengan jalan menerbitkan buku tanah Hak Tanggungan
dan mencatatkan dalam buku tanah Obyek Hak Tapggungan
yang dilaminkan serts menyalin catatan tersebut pada Serfipikat
Hak Atas Tanah vang bersangkutan, Tanggal buku  tanah
Hak Tanggungan adalah (anggal hari ketujuh tidak termasuk hard
lihur, setelah peneriimaan  secara  lengkap surat-sural  veng
diperiukan untuk pelaksanaan pendafiaran.
Tanggal pembukuan  tersebut  merupakan  taonggal  [ahimya
Hak Tangpungan. Tangpal ini juge berguna sebagai penentu
Peringkat Hak Tanggungan dalam hubungannya dengan para
Kreditur lain  Pemegang Hak Tanggungan atas sebidang
obyek jaminan yang sama. Ketentuan ini diatur pada Pasal 13 jo
Penjelasan Umum angka 7 UUHT.
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b. Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan,
Sebagai tanda bukti lahimya Hak Tanggungan, Kanfor Pertanahan
setempat  menerbitkan  Sertipikat  Hsk  Tanggunpan  sesuai
dengan peraturan yang berlaku, yaitu Sertipikat Hak Tengpungan
tersebut memuat frah-irah “DEMI XEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” agar sertipikat tersebut
memiliki kekuatan eksckutorial yang sebanding dempan putusan
Pengadilfan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan
hak kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan cksekusi
atas  obyek jaminan  fersebut  fanpa  harus  melaiui  prosss

- . Bugat menggugat. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 14 ayat (1),.(2)
dan (3 UUHT ¥

2.1.2:6. Surat Kuasa Membebaunkan Hak Tanggungan

Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan dimungkinkan
dalam peratursn perundang-undangan. Pada asasnyz pemberian Hak Tanggungan
wajib dibadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan sebagal
pihak yang berwenang melakukan perbuatan  hukum  membebankan
Hak Tangpungan atas obyek yang dijadiken jaminan. Hanya apabila benar-
benar diperiukan dan  berhalangan, kehadirannya  untuk  smemberikan
Hak Tanggungan dan menandatangani APHT dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pembenian kuasa membebapkan Hak Tanggungan wajib dilakukan
dihadapan seorang Notaris/PPAT, dengan suatu akia otepitk vang discbut
Surat Kuassa Membebankan Hak Tanggungan, Bentuk dan isi Surat
Kunasa Membebankan Hak Tanggungan ditetapkan dengan Peratuzan
Mentert Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996,
Formulirnya disediakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat

melalul Kantor Pertanaban  kotamadya dan  diberikan  secara cuma-cuma

2 Rokays Sitanggang, lec o, hlm.30.
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kepada Notarts/PPAT. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat
oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan dalam 2 { dua ) rangkap, Semuanya
asli ( in originali ), ditandatangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, 2
{ dua ) orang saksi dan Notaris/PPAT yang membuatnya. Selembar disimpan
di kantor Notans/FPAT yang bersangkutan. Lembar lainnya diberikan
kepada penerima kuvasa untuk Kkeperluan pemberian Hak Tanggungan
dan pembuatan APHT,

PPAT wajib menclak membuat APHT berdasarkan surat kuasa vang
bukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan in originali yang
formulimmya disediakan oleh Kantor Badan Pertanshan Nasional dan bentuk
_ serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersebut di  atas,

Pembuatan APHT olch PPAT atas dasar surat kuasa yang bukan merupakan

Surat Kussa Membebankan IHak Tangpungan in originali yang bentuknya
Menteri Negara Agpraria/Kepala Badan Pertanaban Nasiopal, merupakan
cacat * hukum dalam - proses pembebanan Hak - Tanggungan - walaupun
telah  dilaksanakan pendafiarannya, keabsahan Hak Tanggungan vyang
bersangkutan  tetap terbuka kemungkinannya untuk digugat oleh pihak-
pihak vang dirvgikan. Kreditur yang dirugikan dapat menuntut  ganti
kerugian kepada Notaris/PPAT yang bersanghkutan ™. Sanksi
yang dapat  dikenakao berupa sanksi  administratif dan  apabila
memenuhi  persyaratan, dapat dilakukan gugatan secara perdata  dan/atau
dituntut pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, tegucan
tertulis, pemberhentian sementarz dari jabatan atan pemberhentian  dari
jabatan, disesuaikan dengan berat ringannya kelalaian.™

PPAT hanyz berwenang membuat Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan mengenai obyek Hak Tanggungan vang terletak di
wilayah daerah kerianya, sebaliknya karena daerah  kerjanya  tidak

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sgjarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agravia, Isi dan Pelaksangomsya, CetLEd. Rev,Cet 8, { Jakadia: Djambatan, 2003 ), him.
444,

¥ Boedi Harsono, op.cff, him. 463,
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dibatasi, pembatasan itu tidak berlaku terbadapa Notaris dalam pembuatan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan,

Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan meliputt larangan
dan persyaratan  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.
Pemberian  kuasa  harws  dilakukan  sendii  oleh  pembert  Hak
Tanggungan, sedangkan akta pemberian kuasanya harus dibuat oleh Notaris/PPAT
dalamy  bentuk  Swrat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang
formulirnya disediakan oleh Kantor Pertanahan. Larangan dan persyaratan
yang harus dipenuhi untuk kebasahan  Surat Kuasa Membebankan Hek
Tangpurigan adalzh sebagai berikut:

1. dilarang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan memuat
kuasa untuk melakukan perbuatan bukum jain daripada membebankan
Hak Tanggungan, Tidak dilarang memberi kuasa memberikan janji-janji
yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat {2} UUHT, yaitu:

a jamii vang membatasi kewenangan pemberi ‘Hak Tanggungan
untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau meonentukan
atay mepgubsh jangka wakle sews dan/atau menerima  uang
sewa dirpuka, kecuali dengan persehziuan fertlis terlebih dahulu
dari pemegang Hak Tanggungan;

b, jami ysng membatast kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan,
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang
Hak Tangpungan;

¢. fanji  vyang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
penetapan  Ketua Pengedilan  Negri  vang  daerab  hukumnya
meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitur sungguh-
sungguh cidera janji;

d. jamit yang memberiken kewenangan kepada pemegang Hak
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Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan jika
hal 1w diperlukan untuk  pelaksanaan  eksekusi  atau  uniuk
mencegah  menjadi  hapusnya atan  dibatalkannya hak  yang
menjadi  obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenchi atau
dilanggarnya ketentuan undang-undang;

. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk. menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan

apabila Debitur cidera janji;

. jani vang diberikan oleh pemegang Hak Tanggongan pertama

~bahwa .obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan- dar. Hak ... -

Tanggungan;

. janji babhwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan
‘haknva atas- obyek Hak Tanppgungan tanpa persetnjusn  tertulis
iebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan,

janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari ganli rugi yang diterima pemberi Hak
Tanpgungan untuk  pelunasan piotangnya apabila obyek Hak
Tanggungan dilepaskan hakoya oleh pemberi Hak Tanggungan
atau dicabut haknya untuk kepentingan wraungg

i. janii bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh
atau  sebagiac dari  uang esutansi  yang dilenma  pemben
Hak Tenggungan umtuk pelunasan  piutangoys jiksa obyek
Hak Tanggongan diasuransikar; '

j. janji bahwa pemberi Hak Tanpgungan skan mengoscngkan obyek
Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

k. janii yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
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ha

Pasal 14 ayat {4) UUHT berbunyi sebagai berikut:"Kecuali
apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibububi
catatan pembebanan Hak Tanggungen sebagaimana dimaksud delam Pasal 13
ayat {3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”

2. dilarang membuat kuasa  substitusi.  Substitusi  adalsh
penggantian  pencrima  kuasa melalui  peralihan, hingga ada  penerima
kuass baru. Bukan substitusi karena tidak terjadi penggantian penerima
kuasa, apabila penerima kuasa menugaskan pihak lain  untuk  atas
.pamanya melakeanakan kuasa i, ¥

3. wajlb dicantumnkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah
utang, nama serta identitas Kredituinya, nama serta identitas Debitur,
apabila Debitur bukan pemberi Hak Tanggungan, T

Pelanggaran  terhadap pemenvhan  syamst  iersebut  mengakibatkan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan vang bersangkatan menjadi
batal demi hukum. PPAT weajib menolak permohonan untuk  membuat
APHT, apabila kuvasa tidak diberikan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan
atau tidak dipenuhi ketentuan di atas.

Peraturan  perundaag-undangan  memfasilitasi  Kreditur  pemegang
kuasa dengan adanva kefentuan bahwa kuasa untuk memberikan Hak Tanggungan
tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun
juga, termasuk jika pemberi Hak Tangeungan meninggal dunia. Kuasa
tersebul sudah barang tentu berakhir setelah dilaksanskan atau telah habis
jangka waktunya,

Batas waktu penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3} dan (4) UUHT. Apebila yang dijadikan
pbyek Hak Tanggungan hak atas tansh yang sudah didaftar, dalam
wakiu selambat-lambatniva 1 (satu) bulan sesudah dibertkan, wajtb ditkuti
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dengan pembuatan APHT yang bersangkutan. Apabila yang dijadikan jaminan
hak atas tanah yang belom didaflar, jangka waktu penggunaannya dibatasi 3
{tiga} bulan, Jangka wakiupya ditetapkan lebih lama uniuk keperlvan
pembuatan  APHT  diperiukan  penyershan  lebih  banyak  sumat-surat
dokumen kepada PPAT, daripada apabila hak atas tanahnya sudah didaftar,
dalam hal mana cukup diserahkan sertipikat haknya. Batas wakfu 3 (tiga)
bulan itw berlaku juga bilamana hak atas tansh yang bersangkutan
sudah  bersertipikat  tetapi  belum  tercalal  atsg  nama  pemberi  Hak
Tanggungan sebagai pemegang hakaya yang baru.

Penentukan waktu 3 (tiga} bulan fersecbut bukan dimeksudkan

... untuk  menyelesaikan pendaftaran . hak atas tanab yang  bersangkutan,

melainkan unfuk mempercepat realisasi pembuatan APHT.
Penyelesaisn pendaftaran hak v sendiri, yang vmumnya memerlukan waktu
febibh dart 3 (tiga) bulan jika mengensi Hak Milik bekas hak milik adat,
dilakukan sesudah dibuat APHT. Pada wakin dibuat APHT Hak Milik bekas
hak milik adat tersebut belum pertu bersertipikat.

Proyek-proyek tertenty, yaitu jenis-jenis Kredit Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 29 Mei
1993 Nomor 26/24/KEP/Dir ditetapkan batas jangka waktu lain dengan
Peraturan Mentert Negara Agraria/Kepals Badan Pertahanan Nagsional Nomor
24 Talwn 1996 entang  Penctapan Batas Wakto  Penggunsan  Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Uintnk Menjamin Pelunasan Kredit-
Kredit Tertentu,” Pasal 1 menentukan sebagai berikut:

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecll, yang meliputic
a. Kredit kepada Koperast Unit Desa;
b, Kredit Usaha Tani;
c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanys.
2. Kredit Pemilikan Rumah yang dibertkan untuk pengadaan perumahan,
yaitu:
a. Kredit vang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti,

¥ Boedi Harsons, op.c¥f, him, 447.
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rumah sederhana atan rumab susun dengan lwas tanah
maksimum 200m2 {dua ratus meter persegi) dan luas bangunan
tidak lebih dari 70m2 {tujuh puluh meter persegi);

b.  Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun
{K5B) dengan luas tanah 54m2 (lima puinh empal meter
persegi) sampat dengan 72m2 {tujph puluh dua meter persegi)
dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya;

¢. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemuegaran rumah
sebagaimana dimaksud huruf a dan b;

3. Kredit produktif lain vang diberikan oleh Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat dengan plafond keedit tidak meif:!mm Rp
50.000.000,00 {(lima puluh juta Rupiah), antara lain:

a. Kredit Umum Pedesaan (BRI}
b, Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah), 3

" Sumat Kuasa Membebankan Hak' Tanpmingdn ving dimaksud jika -

tidak diikuti pembuatan APHT dalam jangka waktu yang ditentukan, Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan vyang bersanghutan menjadi  batal
demi hukum.”’

2.1.2.7. Eksckusi Hak Tanggungan
Berdasarkan pasal 20 ayat (1), diatur mensenat Eksekusi Hak Tanggunpan sebagai
berikut:

Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak Pemepang Hak Tanggungan Pertama untik menjual Obyek Hok
Tanggungan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 6, atau

b, titel eksekotorial wyang terdapat dalam  Sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat (2), Obyek Hak Tanggungan
difual melalui pelelangan emum menurut tate cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada Kreditur-Kreditur lainnya,

* Roedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraiuran Hukum
Fanah, (et L BEd Rev,Cet 18, { Jakaria: Djambatan, 2067 3, him, 201.

¥ Boedi Harsono, op.cit.
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Dijabarkan lebih lanjut oleh Sutan Remy Sjahdeini mengenal tata cara

pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, sebagai berikot:

Untuk melaksanakan kewenangan sebagal Pemegang Hak Tanggungen
Periamna  untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut, apabila Diebitur cedera janji
maka cukoplah Pemegang Hak Tanggungan Pertams iu mengajukan
permohonan  kepada Panitia Pengurusan Piutang dan  Lelang
Negara  setempat  untuk  pelaksanaan  pelelangan  umum  dalam
rangka oksekusi Objek Hak Tanggungan tersebut.”®,

SIS N FRERT .

Eksekusi Hak Tanggungan menurut Pasal 20 ayat {2} UUHT juga dapat

dilakukan dengan jalan:

a. Atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggupgan, penjualan
Obyek Hak Tangpungan dilaksamakan dibawah tangan jika
dengan demikian iti akan dapat diperoleh harga tertinggl vang
dapat menguntungkan semua pihak.

b.  Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut
hanya dapal dilaksanakan sefelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sejak  diberitahukan secars  tertulis  oleh Pemberi danfatau
Pemegang  Hak  Tangpungan  kepada  pihak-pthak  vang
berkepentingan dan dinmumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua)
surat kabar yang beredar di daerah vang bersangkutan dan/atau
media massa setempat serta tidak adae pihak yang menvatakan

keberatan,

Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka bagi Kreditur/ Pemegang

Hak Tanggungan dapat menggunakan 3 (tige) cara penyelesaian

® Sutan, Hok Tomggungan, { Bandung: Alumai, 1999 ), him. 165,
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pelunasan pudangaya tersebut:
1. Melalui Parate Eksekusi menurut Pasal 6 UUHT.
2. Melalui Tite! Eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan,
3. Melalui penjualan dibawah tangan.

Ketiga Eksekusi Hak Tanggungan fersebut di  alss  maging-
masing memiliki perbedaan  dalam  prosedur  pelaksanaannya.  Derikat
uraisn mengenai cars-cara penyelesatan pelunasan pintang seperi yang
telah divraikan sebelumnya:

1. Melaloi Parate Eksekusi.
cmm. ... Parate  Eksckusi merupakan  syatu  cara, dalam | mengeksekusi

barang jaminan tanpa rclalui  proses Pengadilan, Pamte
Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHT ol memberikan
kewenangan kepada aftdu pemegang Hak Tanggungan pertama
dalam hal terdapat lebih dari 1 ( satu’) Hak Tanpeungan oatide menjual
obyek vyang dijamin dengan Hak Tanggungen terscbut atas
kekuasaann sendiri melalul  pelelangar wmum dan  mengambil
pelunasan  piutangnya dan hasil penjualan tersebut dalam  hal
Debitur cidera janji, dalam hal int Pemegang Hak Tanpgungan
Peringkat Periama  tersebut  tidak  peris  meminta  persstojvan
wriebih  dahula  dari Pembert - Hak Tanggungan dan  juga
tidak diperlukannya lagi penetapam dari Ketua Pengadilan Negeri
untuk melakokan eksekust teracbut hanya dengan
mengajukan  permohonan kepada Kepsla Kautor Lelang .ﬁegata
setempat  untuk  melaksanakan  pelelangan umum  dalam
rangka eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut.

Kewenangan . yang dimiliki Pemberi Hak Tanggungan atau
Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Perfama ini merupakan
kewenangan yang diberikan oleh Undanpg-Undang yang oleh
Kepala Kantor Lelang Negara barus dihormati dan dipatuhi olehnya.

Universitas Indonesia
Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



-3

Lembaga Parate eksekusi ini sangat memudahikan Kreditur
dalam rangka mengeksekusi Obyek Hak Tanggungan tanpa
melalol prosedur beracara di Pengadilan yang memerlukan waktu

yvang panjang dan hasilnya tidak pasti.

. Melahi Titel Ekselutorial dan Sertipikat Hak Tanggungan.

Mengenai cksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial ini berdasarkan
Pasal 26 UUHT menyebutkan bahwa sclama  belum  ada
peraturan  perundang-undangan  yang  mengatumya  dengan
memperhattkan  ketentuan  Pasal 14 UUHT  maka peraturan

| mengenai_elsekusi_ hipofik ada pada mulsi berlgkuoya UUHT

berlaku terhadap eksekus? yang diatur dalam Hak Tanggungan inl

Kelentuan yang dimaksud oleh peraturan tersebul  mengenal
- eksekusi hipotik adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 234 HIR
berikut Pasal 250 Reglement Acara Hukam untuk Daerah Luar Jawa

dan Madura:

(rosse akta hipotik dan surat ulang yang dibuat ditadapan Notaris
di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataar *Demi keadilan
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, berkekuatan sama
dengan putusan hakim. Jika surat demikian itw fidak ditepati dengan
jalan  damai maka perihal menjalankannya ditakukan dengan
perintah dan dibawah pimpinan Ketua Penpgadilan Negeri, vang
dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih
kedudukannya, yakni secara yang dinyatakan dalam Pasal di
atas ini dalam bagian imi, akan tetapi dengan pengerlian, bahwa
paksa badan hanva boleh dilakukan setelah diizinkan dengan putusan
hakim. Jika hal putusan hakim ifu harus dijalankan sama sekali
atau sebagian, dilear daerah hukom Pengadilan Negeri, yang
ketvanya menyurnh melakukan ity, maka diturutiah  peraturan
pada Pasal 195 ayat {2) dan berikutnya.

Dari ketentuan di atas terfthat bahwa Grosse Akta hipotik dan Grosse
Akis Pengakuan Hutang vang beditel “Demi Keadilan Berdasarkan
KeTubanan Yang Maha Esa” mempunyval kekuatan cksekutorial
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seperti putusan hekim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.

. Melalui Penjualan Dibawah Tangan

Eksekusi Obyek Hak Tanggungan yang ketipa yang diberikan
olch UUHT kepada Kreditur Pemegang Hak  Tanggungan
adaliah dengan melakukan penjualan terhadap obyek jaminan
tersebut  adalah  dengan melalal  penjualan  dibawah  tangan
jika diperkirakan dengan hal tersebut skan diperoleh harga yang

lebih tinggi daripada jika dijual melalui  pelelangan  umum

. sepanjang . mengenai  hal tersebut. telah disepakati . oleh Pemberi.

dan Pemegang Hak Tangguugan. Penjualan Obyek Hak Tanggungan
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pelaksanaan perjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat

waktu 1 (satv) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh’

Pemberi dan/atau Pemegang Hak Tanggunpan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.

b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang
beredar di dagrah yang bersangkulan dan/atau media massa
setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Syarat tersebui di atas dimaksudkan untuk melindungi pihak-
pthak yang berkepentingan dengan obyek Hak Tenggungan
tersebut yang dalam hal ini Pemegang Hak Tanggungan Kedua,
Ketiga dan para Kreditur lain dari Pemberi Hak Tanpgungan

tersebut. *

* Emilia Retno Trahwutari Sushanti, Joc.oit, him. 29,
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2.1.3. Sertipikat Hak Atag Tanah

2,1.3.1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah
Sertipikat Hak atas Tanah merupakan hasil akhir dari  proses
Pendaftaran  Tanah, termasuk perubahan-perubshan menyangkut  subyek,
status hak dan perbustan-perbuatan hukum vang dilakukan terhadap fanahnya,
merupakan  alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam
ketentuan Pasal 19 ayat {1) huruf ¢, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.
Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan  bukan
merupakan tanda yang mutlal/sempurna menurut  ketentuan UUPA  dan
I’eraiuran Pemerintsh yang m&iaksanakamtya { PP Nomor 10 Tahun 1961 dan

Tpp Namcr 24 Tahun 1997 ) Hal tersebut berarti bai‘twa keteranganwkezgmgm-o.:_

yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum  dan  hakim
harus menerima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak
.ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.'® g

Sertipikat  sebapai  surat tanda  bukti hak, diterbitkan untuk
kepentingan Pemegang Hak yang bersangkutan, sesuat dengan daia fisik
yvang ada dalam surat vkur dan data vunidis yang felah didaftar dalam bukuo
tangh, Mempercleh sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanzh, yang
dijamin oleh undang-undang,.

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercanium  dalam  buku tanah yang bersangkulan sebapal Pemegang Hak
atau pihak lain yang dikussakan olehnya. Penerbitan sentipikat dimaksudkan
agar Pemegang Hzk dapat dengan mudah mewmbuktikan haknya. Oleh
karepa  itu serfipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  Kuat,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPAY

1 Ruling Nor Surbiani Tanjung, “Sertipikat Hok Atas Tunah Sehagai Aler Pembuktion
yang Kuoi Analisis Kasus d&f Kehwohan Ranghopen Jaye, Kote Depok” (Tesis Magister
Kenotariatan Falasitas Hukmm Universitas Indonesia, Depok, 2006}, him. 28.

" Luky Octavia, “Kedudukan Sertipikat Hok Atas Dolam Sistem Publikasi Menurut
Peraturam Pemerintal Nemor 24 Tatmun 1997 Tertong Pendaftaran Tanah (Analisis Putusan
Muhkamah Agung Nomor S70/R/Pav1998),” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultes Muokum
Universitas Indonesia, Depok, 2008), hln. 28.
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2.1.3.2. Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanab

Secara umum, Sentipikat Hak Atas Tanah merupakan bukti Hak
Atas Tanzh. Kekuatan berlakunys sertipikat telah ditegaskan datam Pasal 19
ayat (2) huref ¢ dan Pasal 32 ayat {1) FP Nomer 24 Tahun 1997, Dalam
rangka memberikan kepastian hukum kepada para Pemegang Hak Atas Tanah
dan Hak Milik atas Satvan Rumah Susun, diberikan sertipikat sebagai
alat pembuktian yang kuat, Sertipikat merupakan surai tanda bukti hek
yarg berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termmat di dalamnya sepanjang data fisik dan daia
yuridis tersebut sesuat dengan data vang ada dalam surat ukuy dam buku tanah

.. yang bersangkutan. Selama tidek dapat dibuktikan sebaliknys, data fisik

dan data yuridis yang tercantum di dalamnys harus diterima  scbagai
data vyang benar, balk dalam melakukan perbuatan hukum  sehari-han
maupun dalam berperkara di Pengadilan. Data stk dan data yari&is
yang tercantumm dalam sertipikat harus sesusi dengen dats yang fercantum
dalam surat ukur dan buku tanah tersebat,

Sertipikat tanah membuktikan bahwa Pemegang Hak mempunyai
suatu hak atas Dbidang tansh tertsntu, Data fisik mencakup keterangan
mengenal  Jetak, batas dan luas tamah. Data  yuridis  mencakup
keterangsn  mengenai  status  bhukum  bidang  tansh, pemegang hakoya
dan pihak lain seria beban-beban lain yaong wmembebaninya. Data  ({isik
dan data yuridis dalam  buku  tanah  diuraikan  dalam  bentuk  dafiar
sedanpkan data fistk dalam  surat ukur disajikan dalan  peta dan
uraian, Dalam surat uwkur dicantumbkan  keadaan, letak, luas dan  batas
tanal yang bersangkutan.

DPats yang dimust dalam surat ukur dan buku tansh mempunyai
sifat yang terbuka wuntuk umum, schingga pihak yang berkepentingan
dapat mencocokkan daia dalam Sertipikat v dengan yang ada dalam
surat ukur dan buke tanzh yang disajikan di Kantor Pertapahan
Berdasarkan PP Nomwor 24 Tahun 1997, surat ukwr merupakan dokumen
yang mandiri disamping peta pendaRacan. Surat ukur memuat data fisik
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bidang tanah hak vang bersangkuian.

Ketentvan Pasal 32 agyat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berlaku bagi
sermua Sertipikat yang dilerbitkan berdasarkan PP Nomor 24 Tehun 1997
mulat tanggal § Oktober 1997, vaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan,
juga berlaku terhadap  Sertipikat-Sertipikai yang dihasitkan  dalam
kegiatan pendafiaran tanah berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961,%

2.2, Studi Kasns dan Analisis Hakum

2.2.1. Studi Kasus

"Hak Tanggungan iherupakan  Sverl Tembage ~"hak ' jamifan atas

tanah vang kuat karenz memberikan kepastian hukwn bagi para pihak yang
terlibat didalamnya dan memberikan kedudukan diutamaian bagi Pemegangnya.
Hak Tanggungan merupakan per;}azzjign accessoir, yaitu petjanjian  ikutan
yané. tidak_ dﬁpﬁt ﬁardﬁ séndiri 'tm'pa pejanjian pokoknya. Perjanjian
pokok Hak Tanggungan pada umumnya adalah pedaniian  utang-pivtang,
yang disebut Perjanjiian Kredit. Perjenjian Kredit lahir dari  kesepakatan
antarg Kredifur  dan  Debitur  setelsh  Kreditur  menganalisis  dan
menyetjui  permochonan  kredit  vang  digjukan  oleh  pthak  Debitur
Kesepakatan tersebul ditvangkan ke dalam Akta Perjanjian Kredit antara
Kreditur dan Debitur yang dibuat dihadapan Notaris.

Sebagai jaminan dari  pelunasan  utang Debitur maka diberikan
jaminan berupa Obyek Hak Ates Tanah. Pemjaminan Hak Atas Tanah
dilgkukan dengan cama pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak Atas
Tanah tersebui yang ditvangkan dalam Akta Pemberian Hak Tenggungan
yang dibuat dihadapan PPAT dan didefiarkan pada Kantor Pertanahan setempat
sesuai  dengan  ketenfuan  perundang-undangan  mengenai  Pendaftaran
Hak Tanggungan yvang berlaku,

2 Luky Octavis, foc.ci?, hlm. 35.

Universitas Indonesia
Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



Dalam perkembangannya, pihak Debitur belum tentu merupakan orang
yang sama dengan Pemberi Hak Tanggungan melainkan  dimungkinkan
adanya penjaminan pihak  ketiga yang disebut Penjamin. Penjamin ini
menjamin  pelunasan uwtang Debitur pada Kreditur sehingga apabila Debitur
cidera janji maks penjamin wajib melkokan pelunasan wtang Debitur.
Penjamin memberikan jaminan pelunasan utang berupa Obyek Hak Atas
Tanah miliknyza.

Pada prakieknya, seringkali dijumpal pihak Debitur yang tidak
beritikad baik, demikian juga halnya dengan penjamin. Obyek Hak Atfas Tanah
vang diberikan sehagai jaminan dan  dibebankan Hak Tanggungan

bukanlah merupakan milik sah Debiter maupun Pengjamipn. Dalam kasus

semacamn ini, Pemberi Hak Tanggunpan biasanys mcnggunakan identifas
palsu untuk mengelabul Notaris/PPAT dan pihek Kreditur schingga pada saat
terjadi cidera janit yang mengakibatkan kredit macet, pihak Kreditur tidak

dapat melakekan pelelangan  dan- cksekusi karena’ mendapat - perlawanman - -

dan keberaztan dari Pemilik sah Obyvek Hak Tanggungsn yang merasa lidak
pernah meminjam uang maupun membsbankan Hak Taoggungan pada Hak
Atas Tanahnya, sedangkan pihak Kreditur tentunya ingin  memperoleh
pelunasan  plutangnya  schingga muncullah  bambatan-hambatan  akibat
pertentangan kepentingan.
Berdasarkan  hasil  wawancars  dengan  beberapa  Nolarks  dan
PPAT di Makassar, vaitu Ibu M dan Thu B seria legal sebuah Bank, Bapak L.,
diperclch gambaran pormasalahan  sehubungan dengan pemberian  Hak
Tanggungan dan  Penjamin  orang ketiga yang  seringkall tegjadi  dalam
praktek pemberian kredit dan pembebanan Hak Tanggungan, sebagai berikut:
1. Pada praktek pemberian kredit wmummya mensyaratkan adanya suatu
jaminan, pihak Debitur sering mengajukan jaminan atas obyek Hak
Adas Tangh, Jamingn Hak Atas Tanah lebih disukai oleh pihak Kreditur
sebab nilal pasernya terus berkembang, tidak mudah musnah dan lebth
-mudah  dijual pada saat pelelangan.  Permasslahsn  yang marek
pada penjarninan Ini adalah seringkali dijumpai dalam pelsksanaannys,
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Debitur bukanlah orang yang sama dengan Pemilik Jaminan, seperti
yang terjadi pada suvatu kasus pinjaman kredit dan pemberian
Hak Tanggungan yang akta-aktanya dibuat dihadapan Nyonya E, Notaris
dan PPAT di Makassar. Sebenamnya hal tersebut bukanlah merupakan
suatu permasalahan selama pembuatan akia-akta dan prosedural
pemberian kredit dan Pemberian Hak Tanggungan dilakukan secara

benar sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan lahir pada saat Debitur cidera janji dan tidak dapat
melunast utangnya yang mengakibatkan pihak Kreditur harus

.. melakukan pelelangan untuk memperoleh kembali piutangnya. Dalam

proses pelelangan tersebut kemudian diketahui bahwa Penjamin
menggunakan identitas palsu yang berarti bahwa Penjamin bukanlah Pemilik
Obyek Hak Tanggungan yang sah dan Penjamin tidak berwenang
untuk- memberikan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tersebut. Pada
saat menghadap Notaris/PPAT, Penjamin menggunakan kartu tanda
pengenal dan kartu keluarga palsu yang sesuai dengan nama yang tertera
pada Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Pemegang dan Pemilik hak
yang sah. Kasus demikian menyebabkan kesulitan bagi pithak Kreditur
untuk melakukan pelelangan dan penjualan  obyek jaminan sebab
Pemilitk  sah dari Obyek Hak Tanggungan berkeberatan dan
melakukan perlawanan terhadap upaya eksekusi yang dilakukan oleh
pihak Kreditur. Permasalahan hukum yang demikian diajukan ke

Pengadilan Negrri setempat.

. Dituturkan oleh Notaris B, seringkali dijumpai pada saat pameran
atau peluncuran unit perumahan yang dilakukan oleh
perusahaan pengembang, calon pembeli diberikan kesempatan oleh
pihak pengembang dan Bank untuk memperoleh fasilitas Kredtit
Pemilikan Rumah seketika itu juga. Pada pemberian fasilitas tersebut,
pihak  Kreditur tidak lagi melakukan pemeriksaan keabsahan
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identitas  dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Debiter
serta  tidak melakukan analisis kelayakan calon Debitur seperti
yang dianjurkan pada prinsip 5 C.

222, Analisis hukum akibat pembebanan Hak Tangguugan yang
dilakukan oleh pibak yang tidak berwemang terhadap Akta

Perjanjian Kredit dan akta-akia Jainnya.

Peganjian  Hak  Tanggungan  merupakan  perjanjian  accessoir.
Perjanjian tersebut lahir karena adamys perjanjian pokok, yaitu Perjanjian

Utang-Piutang  yang biasa discout dengan Perjanjian  Kredit. Perjanjian

"7 Hak Tanggingan bukan ‘merupakai perjanjian yang berditi senditi yang

artinye Ferjanjian Hak Tanggungan tidak akan ada apabila tidak didahulni
olch perianjian pokok. Perjanjien Utang-Piutang merupakan bagian dari
perjanjian  beroama  yang diatur | dalam  Buku I Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Berdasarkan  karakteristiknya yang -merupakan  suatn  Petianiian
maka dalam prosedur pembuatannya, Perjanjian Kredit harus memenuhi 4
{empat} syarat untuk sahnyz suatu perjanjian sesual yang diatur dalam Pasal
132G Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, vaitu:

1. sepakat mereka yang mengikaikan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suaty perikatan;

3. suaty hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.
Kecakapan bertindak i dalam bapvak hal berhubungan dengan
masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Dapat saja sescorang yang
cakap bertindak dalem: hukum tetapi tidak berwenang untuk  melakukan
suatu perbuatan hukum™**

4 Kartini, op.cit,
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Pada Pasal 8 ayat {1} UUHT diatur bahwa: “Pemberi Hak
Tangpungan adalsh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai
kewenangan untuk  melakukan perbuatan  hukum  terhadap  Obyek
Hak Tanggungan yang bersangkutan.”, lebih lanjut pada ayat (2) diatur
bahwa: “Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada
pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan
dilakukan.” sebab Hak Tanggungan baru lahir pada saat  didaftarkan
schingga kewenangan tersebut harus ada pada pemben Hak Tanggungan
pada pendaftaran Hak Tanggungan.,

_Perihal | pemberian Hak Tanggungan, ditentukan bahwa yang

berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan atas objek Haic Atas Tansh
yang akan dibebankan Hak Jaminan adalah Pemilik Objek Hak Atas Tanah
yang bersangkutan yang namanya tercatat dalam Sertipiket Hak Atas Tanah

yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat- letak -

tanah berada. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat yang membuktikan
bahwa pemegangnys mempunyai sustu hak afas bidang tanah tertentu. Oleh
sebab itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai Pemegang
Hak Atas Tansh bila telah jelas pamanya tercantum dalam  sertipikat
tersebut. Apabila dikemudian hari teriadi {untutan hulkum di Pengadilan mengenai
hak kepemibkan alaw penguassan atas tanah maka semua keterangan yang
dinwat dalam sertipikat Hak Atas Tanah it mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat dan karenanya hakim hares menerima sebagai  keferangan-
keterangan yang benar, sepanjang tdak ada bukéi laim yang mengingkarinya
atau membukiikan sebaliknya.**

Identitas yang dipalsukan agar sams dengan nama yang fercanium
pada Serfipikat Hek Atfas Tanah tepi tidak ditkuti oleh orang yang sama
vang  sesungguhnya  berdasarkan  perundang-undangan  diberikan  hak

sebagai Pemegang dan Pemilik sah Hak Atas Tanah, tidak memberikan kedudukan

berkuasa dan kewenangan kepada Pepjamin depgan  identifas  palsu

“ egertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tmzh.”, op.cit.
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untuk melakokan tindakan hukum apapun terhadap obyek tansh tersebut
sebab pemegang dan pemilik hak yang sah dan beritikad baik dilindungi
oleh Undang-Undang.

Berdasarkan  peneclaahan  terhadap  doktrin @ dan  peraturan
perundang-undangan tersebut maka Pembebanan Hak Tanggungan pada
suatu obyek tanah yang dilakukan oleh pihak vang tidak berwenang, yaitu
pihak yang bukan merupakan Pemilik sah Sertipikat Hak Atas Tanah schagat
Pemegang Hak, tersebul tidak tidak memenuhi syarat subyekiil untuk
sahnya suatu perjaniian. Syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian yang tidak
terpenubi adalah syarat mengenai kecakapan para pibak yang membuat perjanjian

. sebab kecakapan dalam banyak hal berkaitan demgan kewenangan bertindak

pthak tersebut. Dalam hal pemberian Hak Tanggungan, pihak yanp cakap
belum tentu merupakan pihak yang berwenang pula,

Pelanggaran terbadap Ketentuan persyaratan Subyektif untuk sahnya
suatu perjanjian beryjung pada dapat dibatalkannya perfanjian tersebut: Hapusnya
perjanjian accessoir tidak secara otomatis menghbapus pula  perjanjian
pokokuya selama perjanjian pokok tersebut memenuhi persyaratan keabsahan
yang difentukan oleh peratyan perundang-undangan. Dalam hal pembenan
Hak Tangpungan oleh pihak yang tidek berwesang, syarat keabsahan vang
tidak terpenuhi hanya terdapat pada pedanjian wecessoir saja, yaitu pada
APHT schingga vang dapat dibatalkan hanya APHT saja tapi Petjanjian
Kreditnys tidak mejadi batal juga dan tetap berlakuy mengikat para pihak
didalamnya.

2.2.2.1. Notaris/PPAT membuat partif akta
Pada pemsbuatan APHT, PPAT wajib melaksanakan beberapa
tahapan dalam prosedur pemberian Hak Tanggungan, Tahap pertama adalah
tahap persiapan yang mewajibkan PPAT melakukan beberapa hal, sebagai benkut:
a. Meminta sertipikat obyek yang skan dibebani Hak Tanggungan untuk
dilakukan peﬁgecai(éa dan stempel keabsahan pada Kantor Pertanshan
setempat yang berguna untuk mengetahui keabsahan kepemilikan
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tanah dan sertipikal, izin-izin yang mungkin diperiukan dar pihak
yang berwenang dan kemungkinan adanya sengketa atas tanah tersebut
vang sedang berade dalam proses pengadilan serfa kemungkinan
adanya pemblokiran/pencegahan sertipikat oleh pihak ketiga.

b. Meminta tanda pengenal diri dan dokumen pendukung lainnyz dari
para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dan
menelitinya dengan seksama..

Pada tahapan ini, apabila nama yang terdapat pada sertipikat dan tanda
pengenal diri berbeda dengan nama pihak vang hadir dihadapan Notaris/PPAT
maka adenya kemungkinan pthak vang hadic tersebut bukan mam;}ai(a;z

”plhak yang berwmaag uzzmk meiakukan tzzzdakm hzzicm atas z}byek o

tanah ze;rseimz schingga mezzzzmi i{eieaman peraturan pmﬂaﬁgwuadangan,
pembebanan Hak Tanggonpan pada obyek tanah yvang bersangkutan tidak
dapat diproses tanpa sumat keterangan dad kelurahan dan kecamatan bahwa

orang terssout adalab sams dan dokumen pendukung yvang menyatakan keabsaban

dan wewenang pihak yvang menjadi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah
yang datang menghadap pads Notaris/PPAT.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelwmnya, Notaris/PPAT
dalam hal ini membuat partj akta, yaitu akta para pihak yang isinya
dibuat berdasarkan keterangan dari para pthak yang dikuatkan oleh saksi pengenal
( apabila Notarls tidak mengenal penghadap atau kurang vakin dengen keterangan
yvang telah ada ). Notars hanya mengkonstantir kehendak para pihek
dann  menvangkannya kedalam suatu akta sehinggs Notaris tdak  dapat
dikatakan lalai atau dipersaiashkan apabila di kemudisn hari temyste ada
pihak yang terbukti memberikan atau menggunakan keterangan palsu padahal
dalam pembuatan akts terscbut, Notards telah melakukan semua prosedur
yang diperdukan  termasuk  mencocokkan nama @ serfipikat  dengan

identitas Penghadap dan memanggil saksi pengenal.
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2.2.2.2. Kelalaian Terhadap Prinsip Kehati-hatiag Lembaga Perbankan

Sesuai vang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehubungan
dengan lingkat resiko yang terkendung dalam perkreditan bank, dalam
prosedural pemberian kredit, pihak Kreditur atau perbankan hendaknya
menerapkan asas-asas perkreditan yang schat dan prinsip kehati-hatian,
Dalam proscdural tersebut, pihak Kredtur juga melakukan analisis pemberian
kredit yang melalui beberapa tahapan. Pada  tahap analisis  sebelum
persetujuan permahonan kredit, pibak Kreditur melakukan penyelidilan mengenai
calon nasabal/Debitur, kondisi finansial dan survei lokasi pada obyek

yang akan dibebankan hak jaminan. Survei lokasi meliputi pengecekan data

pada Sertipikat Hak Alas Tansh yang bersangkutan dan pengambilan gambar

atas obyek vang akan dibebankan hak jaminan tersebul. Apabila obyek tanah
yang akan dijaminkan berikut bangunan di  atasuyn maka pibak
Kreditur melakukan pengecekan internal and eksternal bangunan,

Analisis kredit harus dilakukan secara cermat dan: akurat- sehingga
sesual dengan pedoman analisa  kelayakan kredit. Kekeliruan dalam
analigis pemberian kredit berdampak pada tingginya resiko kredit bermasalah
dan kerugian pada pihek Kreditur sendiri.

Rerdesarkan  uraian  mengenai prosedural dan  analisis  pemberian
kredtt yang dilskukan oleh pihak Kreditor, khususnya pada proses
peninjauan lokasi obyek tanah yang akan dibebankan Hak Tanggungan,
dapat diketahwi pemilik Hak Atas Tanah vang sah sebab pihak Kreditur
selain  melakukan penpambilan  gambar, juga melakukan pengecekan
internal bangunan. Pada proses pengambilan gambar dan pengecekan yang
dilakukan, pihak Kreditur dapat mengumpulkan informasi darl  warga

setempat bahkan lurah dan camat mengenai data-data yuridis dari obyek tersebut,

2.2.2.3. Tidak Adanya Itikad Baik dari Pihak Debitur dan Penjamin
Itikad baik diatar dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi”Suatu perjanjian harus dilaksanakan
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dengan ilikad baik.”Lingkup dao hal-hal vyang disebut sebagai itikad
baik tidak diatur secara jelas dalam suwatu peraturan perundang-undangan
tapi merupakan norma tidak tertulis.

Apabila terjadi pembebapan Hak Tangpungan atas suatu  obyek
tanah oleh pihak yang tidak berwenang yang bertindak sebagai Penjamin
orang ketiga maka bal terschut mengindikasikan adanya itikad tidak
batk dari pihak Pemberi Hak Tanggunpan bahkan memungkinkan juga dart
pthak Debitur  sendiri. Hal tersebut  bukan merupakan  kelalaian  atau
keawaman hukom tapi merupakan suatu  kesengsjaan untuk  mengibuli
pihak Kreditr dan  Notars/PPAT  guna  memperoleh  pinjaman  kredit
fanpa memberikan Jarrwzan utang yang Sah semngga dapai dikenakan

 tuntutan perdata bampa b;ay&, E}zmga “dan zug,t ‘serta tuntutan pldm” ’

atas pemalsuan identitas dan surat-surat,
Pemalsuan surat-surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
. Pasal 263-266. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan;

{1} Barang siapa membuat surat palsu ataw memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perkatan atau pembebasan hutang, atau
vang diperunfukkan scbagai bukti daripada sesuatu hal dengan
muksud untuk memakai atan menyumuh orang lain memakai surat
fersebut seslah-olah isinya benar dan tidsk dipalsu, diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan
surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,

(2) Diancam dengan pidana vang sama, barang siapa deagan sengaja
memakai surat palsu atsu yang dipalsukan seolah-olah sejafi, jika
permakalan surat ito dapat menimbulkan kerugian,

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Flukum Pidana menentukan:

{1} Pemalsuan surat diancam dengan pidana peniara paling lama delapan
tahun, lika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang darl sesuatu pegara atau
bagiannya ataupun dari sustu lembaga nmum;
3. surat sero stau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
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4. talon, 1anda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukii yang dikeluarkan
sebagal pengganti surat-gurat im;

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuatukkan untuk diedarkan.

{2  Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
mermakal surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau vang dipalsukan seplah-olah benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan:

{1} Barang siapa menyuruh memasuidan keterangan paisu ke dalam suatu
-akfa otentik mengenai sesvaty hal yang kebenarannya harus dinyatekan

lain memakat akta its seolah-olah ketcmngamnya sesnai dengan
kebenaran, diancam, jika pernakaian itu dapat menimbulkan kerugian,
dengan pidana penjara paling lama tujub tahun;

" {2) Diancam dengan pidana yang sama barang sfapa dengan sengaja

mermakal surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau vang dipalsukan seolgh-olah benar dan tidek dipalsu, jika
pemalsuan surat ite dapat menimbulkan kerugian,

Pihak Debitur dan Penjamin selain tidak beritikad baik, pemalsuan
identitas dan surat-surai dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasal-pasal
vang diuraikan sebelumnya mengenui keterangan palsu  dan  pemalsuan
surat-sural sebab hal tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak
Kreditur dan pemilik sabh obyek jaminan serta bertentangan dengan hukem

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Aunalisis hukum perlindungan bagi Kreditur apabila Debitur

wan prestasi
Sebagai pihak Kreditur vang melakukan kelalaian pada tabap
analisis kredit dan survei lokasi, kreditur sendirl yang menanggung kerugian
yang besar sebab tidak dapat memperoleh pelunasan piutangnya dengan
jalan pelelangan Obyek Hak Tanggungan. Pasal 18 ayat (4) UUHT ditentukan
bahwa hapusnys pembebanan Hak Tanggungan pada suato obyek Hak Atas
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Tanah tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin.

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hutang vang dijamin
dengan Hak Tanggungan tersebut tidak menjadi hapus dan tetap ada serta
tetap menimbulkan hak tagih piutang bagi pihak Kreditur dan kewsjiban
pelunasan oleh pihak Debitur sehingga hutang Debitur harus tetap dilunasi
sesuat dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit,

Hapusnya Hak Tanggungan menghapus kedudukan diutamakan pihak
Kreditur sehingga kedudukannya menjadi Kreditur Konkuren yang sama dengan
kedudukan  Kreditur-ICreditur  lainnya dan  dalam  pelunasan  piutangnya,
hasil penjualan/pelelangan harta Debitur dibagi kepada para Kreditur menurut

.. perimipn Rabi . TR L Sl el dipotong

biaya-biaya sesual yang difetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
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BARB3
PENUTUP

3.1, Keshopulan

l. Pemberian Hak Tanggungan yang diberikan oleh pibak yang tidak berwenang,

yaitu pihak yang buken merupakan pemilik sah obyek Hak Atas Tanah
yang menggunakan identitas palsu, tidak memenuhi syarat subyektif sahnya
suatu  perjanflan, vyaitu mengepai kecakapan para pihak  yang
membuat perjanjian sehingga berujunpg pada dapat dibatalkannya perjanjian
tersebut. -

"Pihak  torsebut  tidak  berwenang uatuk  bertindak  dalam hukum,
Hapusnys petjaniian accessoir, yaitu APHT tidak secara ctomatis menghapus
puls  peganiian  uiang-pivtangnya  selama  perjanifan  tersebut
memenuhi  persyaratan  keabsahan yang ditestukan oleh  peraturan
perundang-undangan. Dalam hal pemberian Hak Tanggunpan oleh prhak
yang tidak berwenang, syarat keabsahan yang tidak terpenuhi hanya terdapat
pada APHT schingga yang dapat dibatalkan hanya APHT saja

tapi Perianjian Kreditnya tetap berlaku dan utang yang dijamin tetap ada,

. Hapusnya Hok Tapgeungan pada suatu Hak Atas Tansh tidak menvebabkan
hapusnya hutang yang dijamin sehingga bhutang yang dijamin dengan
Hak Tanggungan vicrsebut tidak menjadi —hapus dan tetsp memmbulkan
hak tagih piutang -bagi plhak Kreditur dan kewajiban oleh pihak Debitur
untuk memenuhi pelunasan - sesuai dengan kesepakatan dalam Peyanjian
Kredit.

Hapusnya Hak Tanggungan menghapus kedudukan diutamakan pihak Kreditur
sehingga kedudukannya menjédf Kreditur  Kopkuren yang  sams

29
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dengan  kedudukan Kreditur-Kreditur lainnya dan  dalam  pelunasan
plutangnya, hasil penjualan/peletangan harta Debitur dibagi kepada para
Kreditur dengan perimbangan sesuai besar hutang Debitwr kepada para
Kreditur setclah dipotong biaya-biaya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan
pervndang-undangan,

3.2. Baran

1. Apabila terdapat pihak yang akan melekukan perbuatan hukum apapaun

terutama  membebankan, mengalihkan hak fapi nama atau data yuridis
yang tercantum pada tanda pengenal diri, dokumen pendukung berbeda

dengan yang tercantum pada surat bukii kepemilikan hak maka Notaris/PPAT

hendaknys menyarankan pada Pikak tersebut untuk minta Surat Pemyatasn
daxi kelorahan dan  kecamatan tompat domisili  pihak  fersebut
yang menyatakan bahwa.nama pada fanda pengenal diri, surat pendukung
serta nama pada suvrat bukti kepemilikan hak adalah bepar merupskan
OTADZ YANE SAIHE.

. Surat periyataan dari kelurahan dan kecamatan dapat diperkuat dengan

surat lain, yaitu pihak yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan
bahwa dirinya ad_a_lah_o_rang yang sama dengan nama-pama yang tercantum
pac\la\. d(;{umcn-dokumcn tcrsebut, apabila dikemudian  hacd  ternyata
tidak benar maka Pihak tersebut bersedia menanggung akibat hukum yang

fimbul,

. Apabila terdapat keragnan Notaris/PPAT mengenal kebenaran identitas para

pitiak, " Notaris/PPAT dapat mengajukan saksi-saksi  pengenal  untuk
mengkonfirmasi kebenaran identitas Pihak tersebut.

4. Pada dkhir akta, Notaris’PPAT sebaikaya mencantumkan kalimat sebagai
— bmkui;Pm penghadap ’meﬁjamizz kebenaran atau keaslian identitas

Universitas Indonesia
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para pihak sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya, Notaris/Pejabat,
bertanggungiawab sepenuhnya akan hal tersebut dan membebaskan
saya, Notaris/Pejabat dari segala tuniutan yang mungkin ada di kemudian
hari yang berkaitan dengan hal tersebut.”.

. Adanya saksi-saksi sesuai yang disyaratkan peraturan perundang-undanpan

untuk menyaksikan pembuatan, permabacaan dan penandatangan akia tersebut.

Pihak Kreditur seielsh mepenma dokumen-dokumen dan identitas dari
pihak Debitur dan penjamin hendaknya melakukan cross check ke kantor
kelurahan / kecamatan setempat sesuai dengan yang ferfera pada dentitas
pihak-pikak tersecbut untok memunimalisirkan resiko adanya Kketerangan
palsu yang dapat berakibat pada kredit macet dan hambatan dalam pelelangan
dan eksekusi,

7. Pihak Kreditur dapat mensyaratkan pembuatan Surat Pernyataan dari Debitur

dan/atau Penjamin yang berbunyi sebagai berikut?"Apabila di kemudian
hari, ternyata obyek yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit tersebut
ternyata  bermasalah  maka  Debitr  danfatan  penjamin  wajib

segera menggantikan dengan jaminan vang iain.”

. Penggalakan pengrapan prinsip kehati-hatian perbankan yang ditindaklanjuti
dengan analisis pemberian kredit yang dilakukan secara cermat, mendetail dan

mendalam untuk meminimalisir potensl kredil bermasalah.

. Bebelum dilakokan persetujuan permchonan kredit oleh Kreditur maka
segala kelenghkapan data identitas darl Debitur dan/atan Penjamin wajib
dilakukan pengecekan keabsahannya terlebih dahulu  oleh Kreditur
pada kantor kelurahan dan kecamatan setempst yang tercantum pada
data identitas tersebut.

TIniversitas indonesia
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10. Sebelum permohonan kredit disetujui, Kreditur wajib melakukan pengecekan
ke kantor kelurahan dan kecamatan setempat Pemilik Obyek, letak
obyek jaminan berada untuk mengetahui keabsahan kepemilikan
obyek tersebut guna menghindari pemberian jaminan oleh pihak yang

tidak berwenang atas obyek tersebut.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN HETUHANAZN YANG MAHA LBA

M2 HKAMAH AGUNG

memariksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah

mengambil potusan sebagal kerikut dalam perkara

I.

IL.

Akibat Hukum...

KETUA PARITIA URUSBAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH  VIIT cog. KEPFALR  RANTCR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

UG  PANDANSG, Derkantor &i Jalan

Urip Sumcharijo Km.4 Cedung Keuangan >

Negara Lantal JTI  Udung Pandang,

galam hal dni diwakili oleh para

kuasanya : BSAARTJE ENGKO, SE., dan
kawan-kawan, paré Pegawai Negeri
Bipil pada gﬂgpgrteman Keuangan
Republik TIndonesia, berxkantor 4d.a.
Kantor Pelayanan éeagurusan Piutang
Negars WUjung Pandang, besrdasarkan
surat kuasa khﬁsus tanggal 19 Juni
1956, pemohon “Kasasi I dahulu Ter-
gugat V{?amban&ing'zlz H

PT. BANK EXPOR . IMPOR TNDONESIA
PUSAT JEKERTA oy PT. BANK EXPCR
IMBGR CABANG UJUNG PANDANG, bsrkan-
tor Qi HOS  Cokroaminote  Ujung
Pandarig, dalam' hal ini diwakili
oleh para kuasanya : DR, H.M. LAYCA
MARZURY, EH., dan kawan-kawan, para
Pengacara, bera?amat'di Jalan Sunu

Xompleks Perumaﬁan Unhas Blok K Na.

, Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



4 Toeng Fandang, besduasars i, suarat
kuass shusus  Langgal 27 Agustus
1848, Pemohon  Kasasi IT  dahulu
Tergugart IV/Pembanding II ;

me 1 awan
A, BOMBA alias &ﬂDRI#S BOMBA, ber-
tempat tinggal 4di Jalan A.R. Hakim
IT No. 1¢ Wjung Pah&gng, Termohon
Kasasi dahulu ?enégagatf?&rbanding ;
dan

1. DJIAMIL HT, berﬁ&mpét tinggal di

Jalan Ujung Romor : 105 &, Kelurahan
2T PG kel i rontoala,
Kotamadya Ujung ?%ndang ;

2. NY. EWDANG SRI HASTUTI dan TIRTA
SURYA SAPUTRA, baik. selaku pribadi
maupun sebagal gﬁ.impinan dgn pesero

&V, TRIAS ABADY, dahulu bertempat

tinggal di Jalan Taﬁjung Batu Anget
No, 7-B  Wiung - Paﬁdang, sekarany
widak dikefahuyl alamatnya ;

3. NOTARIS RIA EI‘RISNO@R;I‘:{, SH., hezr-
kantor di Jalan G. Latimojong No.
237 Ujung Pandang, para Turut Termo-
hert Kasasi dabulu éaka Tergugat I
s/d III/para Turub  Terbanding dan
Pembanding I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surab-surat yang bersaa§kut§ﬁ ;

Manimbang, bahwa dari surab-surat terssbdut

ternvata .......
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Fooohguigay asilo o tel b mengougit gekarang para Penohon
Ka.mgl dan pava Turut Tevmohon Kasasl sebagal para
Tergugat asli  dimuka persidangan Pengadiian Negeri
Ujung Pandang pada pokoknva atae daiilwdalil

bahwa Penggugat asli adalah  pemilik obyek
sengketa berdasarkan Surat Xeputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 21 Fe-.
bruari 13$75 HNo.SK.170/Hm.Agr. /19758 étas nama Penqgugat
asli :

bahwa perdasarkan Surat keputusgﬁ rersebut

diatas terbitlah Sertifikat ¥Hak Milik No. 233 Gambar

LBicuasi No. 2153 tanggal. & Desember 1873 luas 359 M27

atas nama Penggugat asli. Dan diatasitanah tersebut

v dlatas binggallah Penggugat asll ;

azli meminjam uang dari Tergugakt éslf I sﬁbasai Rp-
; B0G.0GO, ~ (delapan ratus ribu rupiah) deggaé bunga 5,5
% pzy bulan dengan jaminan s&rtifikatfm%ygk gengketa
tersebut diatas ;

bahwa beberapa bulan kepudian, Penggugat asli
menemui Tergugat asli I dengan makgud %elunaai plnja-
mannya dan mensbus sertifikat obvek. sengketa yang
meniadl jaminan. Akan ﬁetapi'?ergﬁéan ésliix mengata-
kan agar uang tersebubt dibawa kembaii, karena Tergugat
asli 1 lupa dimana wmeletakkan sgertifikat jaminan
rersepbut. Namun sejak itu antara Penggugat asli dengan
Tergugat asli I tidak saling bertemu zééi :

ahwa pada Bulan Januayi 1996, Penggugat aslii

kedatangan pebugas dari Tergugal asii ﬁ dengan membawa

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH U, 2009
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surat psksas Jo. 3TL0 PUPRW . VIII/LIGSS canggal $ Januari
SR S T

saal  dLu bDayu Fenggugar asli omengerahui bahwa obyek
sangketa telah meniadi jaminan kredit macet dan kare-
nanya ohbyek sengketa akan dilslang ;

kahwa Penggugatr asli merasa terkeijut obyek
sengketa dapat wenjadi barang famidan ‘kredit pada
Tergugat asll IV, padahal Peﬁggugét aéli merasa belum
pernan mengajukan kredit pada Tergugﬁt asli IV bsaik
gecara  langsung maupun  dengan m@&b&;i kuass kepada
orang lain untuk mengajukan kradit tersebut, apalagi
menijadikan obyek sengketa sebagai jaminan kredit pada

Tergugat asli IV ;

-« -~bahwa kemudian "Penggugal  asli. méminta kepada

menantunya untuk menemul Tergugat asli Z»‘ﬁan setelah

bertemy Tergugat asli I mengatakan bahwa sertifikat

3 lang dan Tergugab asli I p&&r&ﬁ teys&xah Pengeugatb
-;1i, Dan akhirnya Penggugat ﬁﬁli melaporkannya
.fepada Kapoltapes Ujung Pandany sébagai tindakan
pidana psnggelapan ‘

banwa pernyataan Tergugat asli i Eahwa sertifi-
kat obyek sengketa hilang adalah m&rupékan rekayasa,
karena ternyata sertifikat cbyek sencketa telah disa-
rahkan Tergugat asii I kepada Tergugat aslii II. Dimana
kemudian Tergugat asli I hakerjaséwa dengan Tergugat
asli IT talah menjaminkan sartifikat_éby&k sengketa
kepada Tergugab asli IV secara ilegal untuk memperoleh

kredit sebesar Rp, 20.000.000,- . dari Tergugat asli
v ; ’

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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certifikat oby o senghketa harus dinvatakan batair dend
hukum, karena c¢iajukan oleh orang yang tidak berhak
bahwa Tergugat asli III turut digugat dalawm
perkara inl karena ia telah men&xb%tkan. akbe aspal
obyek sengketa, vyaitu akte No. 39 ﬁanggaz 30 Maret
1823 dan akte No. 40 tanggal 30 Maveb 1993, Padahal
Penggugat asli tidak mengenal dan apalagi menghadap
Tergugat asli III dalam rangka p&ébuatan akta-akta
tersebut. ©Cleh karsna itu maka agtéwﬁkta tersebut
harues dinvabtakan batal demi hukgm 5an keruglian yang

ditimbulkannya dibebankan kepada T&rgugat aeli IX1 dan

- bindakan” Tergugdt dsii TII tersebut' merupakan perbua- . .

tan melawan hukum ;

bahwa Tergugat asli IV diikut-sertakan dalam

rbuatan wmelawan hukum dengan cara menerima sertifi-

L obyek sengketa sebagal jaminﬁﬁ kredit tanpa mens-
1iti sertifikat obyvsk sengkets 1&bih. dahulu apakah
benar pemchon kredit adalah pemilik dari obyek sengke-
ta ; | :

bahwa tidak dilakukannya ﬁ&nelitiaﬁ oieh Tergu-
gat asli IV duga telah anangakibat%an kerugian bagi
Tergugat asgli IV sandiri, Dimana jumlah kredit macet
adalah sebesar % Rp. 305.0800.000, - {ﬁiga ratus Lima
juta rupiah) padahal nilail ja@i&ap kredit tersebut
adalah hanya sebesar Rp. lOG.GOO‘Qéﬁ,M {seratus juta
rupiah) ‘
bahwa berdasarkan hal-hal tagﬁabut diatas maka

Tergugat asli V diminta agar pelelangan atas obyek

sengketa ..,....

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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hingos pa:rkara inl mempunyal keputusan vang berkeskua-
tan hukum tetap ;

ahwa karena penjaminan obwvek 'sengketa dilaku-
kan sscara ilegal maka obyek sangkaaa sgbagal jaminan
kredit harug dinvatakan batal demi hukum dan kerugian
vang ditimbulkan dibebankan kepada para Tergugat asli
kecuall Tergugab asli ¥V secara tanggung renteng dan
Tergugat asli I dihukum untuk 'meﬁyexagkan kembali

sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat asli secara

SEMPULNAE ; ]

ERE

harus dilelang maka kerugian yvang ﬂidefiﬁé'?ehggﬁgﬁt'

asli akibat pelelangan tersebut dibebankan kepada
'Q'Tergagat asli I dengan cara menyita harta milik Tercu-
: hat ésli‘l éebagaimana disebutkan daiam point 18 gurat’
ggugatan ;

| bahwa untuk menjamin dilaks%nakannya putusan
dalam pérkara ini, maka para Tergﬁgat agli dihukum .
secara tanggung renteng untuk mewmbayar uang paksa
{dwangsom) sebessr Rp. 100.0300, - {seyatus ribu rupiah)
perhari terhitung =ejak keputusan dalam perkarz ini

perkakuatan hukum hingga keputusan;dalam perkara inl

dieksekusi ;

baliwa mengingat batas wakitu pelelangan, maka
perlu diambil tindakan provisi a@arvs&iama perkara ini

berjalan, pelelangan atas obyek sengketa ditunda ;

H

bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan
bukti-bukti otentik maka para '?@nggugat asli wmohon

agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terle-

" bih dakuly ... ...
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hasagy dan selanTatava wmohon asary Pengadilan Negeri

Udung Pandang membarikan putusan sebagai berikut

DaLaM PROVISI

- Memeyintahkan kepada Tergugat V.antuk menunda pele-
langan atas obyek sengketa ﬁingga:a&aﬁya keputugan
dalam perkara ini yang mempanyai kekuatan hukum ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhaya

2. Menyatakan secara hukum babwa éeﬁggugat adalah

satu-satunya pamilik obyek sengketa wvang sah ;

3. Menyaltakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I

'&tau“si&pa-Saﬁa'yang“mendapaﬁ'ﬁak Qaripadanya yang -~

menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 23371878 Gs.

tgat adalah tindakan yang melawan hukum ;

Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat IITY

yang menerbitkan akte No. 39 tanggal 30 Maret 1993
tentang Pemberian Jaminan Dengén ﬁuasa Untuk Mema-
sang Hipotelk dan Akre No. 40 tanggal 30 Maret 1993
tentang surat kuasa unbuk rm&njual adalah
rindakan/perbuatan vang welawan hukum ;

5. Menyatakan secara hukum bahwa akte No. 39 tanggal
10 Maret 1993 dan akte No. 40 fanggal 20 Maret 1993
adalah batal demi hukum ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Texrgugat IV

vang menerima obyek sengketa $§bagﬁi jaminan kredit

dari Tergugat Il adalah tindakan/perbuatan vang

melawan huakum

7. Menvyatakan .......

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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sengketa dari Tergugat I1 kepada Tergugat [V adalah
tidak sah dan batal demi hukum
Manyatakan sscara hukum bahwa obvek sengksta be-
bas/tidak terikat/terbebani sebagal jaminan kredit
pada Tergugat IV ; ‘

Menghukum Tergugat 1@ dan auéﬁ Tergugat IV atau
siapa saja yang mendapat hak - dari padanya untuk
menyerahkan Sertifikar Hak Milik No. 233/1878 08S.
Noe. 1153 tanggal © Desmember 1973 kepada Penggugat

dalam keadaan sempurna kalauy periv dengan bantuan

keamanan Negsra ;

Mencdhikum kepada phra Tergugat unﬁﬂk‘m&wbayar*uangw

paksa kepada Penggugat sebesar R§, 100.000, - per-

harl terhitung sejak keputusan dalam perkara ini

{ berkekuatah hukum hingga keputusan- dalam perkara
- ini dilaksanakan apabila ternvata para Tergugat

" “lalai/tidak maw melaksanakan keputugan dalam per-

kara ini ;

Menetapkan keputusan dalam paxkaré ini dapat dilak-~

sanakan lebih dahuly meskipun para Tergugat menga-

jukan upaya hukum banding acau:k&éasi ;

Menghukum Tergugat VYV tunduk paﬁa putusan dalam

perkara ini ;

Menghukum para Tergugat membavar Baiy& perkara ;
SUBSTDATR

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta

benda milik Tergugat I berupa sebidang tanah beger-
ta bangunan yang ada diatasnya berupa rumah toko

permanent berlantal 2 yang t&ﬁletak di Jalan Ujung

AHbatHukunL_,SheHaThomasyam,FHlﬂ,2909
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Lwala, Hotamadva Ujung Pandang beserta szgzala pera-
botnva/dagangzanya

2. Henghukum Tergugat I membavar/mengganti kerugian
kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.600,- {(seratus
juta rupimh} atas tindakanova ?aﬁg menyerahkan
Sertifikat Hak Milik No. 233/1978 kepada Tergugat
I1 tanps seizin dan &epeng&tahua@ Penggugal yang
berakibat terjadinya pelelangan atas obvek sengke-
ta ;

LEBTH SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakis berpendapac lain, mohon putusan

CJkE&in yvang.sepdil-adidnyasy oo e Te el o
kahwa terhadap gugatan ?engguéat agli tersebut,
rgugat asli V telah wmengajukan aksegsi vang pada

';mknya atas dazil-dalil.sebagai_befikat g

bahwa gugatan Penggugat . asli kuzang pibhak,

P pertanahan Nasional Kabupaten Ujung Pandang sebagai
pihak dalam perkara ini. Padahal kBadan Pertanahan
Nasicnal Kabupaten Ujung ?andaagvlaﬁ yang talah men-
daftarkan dan mensrbitkan &artifi%at hipotik atas
tanah sengketa. Disanping itu Penggugat asli juga
tidak mengikub-sertakan  Ketua ﬁ?UPﬁ Wilayah Udung
rPandang sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal Ketua
PUPN adalah pihak yang telah meébuaé surat keputusan
vang berkaitan dengan proses penagihan plutang nacet
atas hutang Tergugat asii I dan Ii ;-

hahwa gugatan Penggugat . asli kabur/obscuur

libel, karsna dalam gugatannya Penggugat asli tidak

mancantumkan .. .. ...

AHbatHukunL",SheHaThomasyam,FH1H,2009



Gay i shyverk ydang Qipar=engeerakan, Hal iadl mengakibac-
kan obyek sengketa menjadi kabur. DRan ind besrarti
gugatan Penggugat asli tidak sesuail dengan Yurispru-
densi Mahkamah Agung No. 1148 K/Sip/1575 tanggal 17
April 1976 dan No. 26585 K}Si?fi?és tanggal 3 Mei
1888

bahwa berdasarkan hal-hal teﬁ&ebua diatas maka
gqugatan para Penggugat asli hards éitc}ak atau setbi-
dak-tidaknya dinyvatakan tidak dapat diterima ;

bahwa selaniulnya terhadap gugatan Penggugat;

asll versebut, Tergugat asli I dan IV sebaliknya telab O

Cmengadukan: gugatan - balik {r&kon?mnéi?'yamg*pada‘paw'

koknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

}%&konpmsi Tergugat asli I :

%g \ bahwa. apa vang diuraikan dalam konpensi merupa-

bagian yvang tidak terpisahkan dari gugatan rekon-

pensi ini |

Mwﬁ;:' bahwa pada sekitar Maret 1%%91, menantu Penggu-
gat asli datang kepada Tergugat asli 1 untuk meminjam
uanyg sebesar Rp. 800.000,- {delapan ratus vibu rupiah}
dengan janinan sertifikat rumah Penggugat asli. Jadi
vanyg datang pada waktu itu untuk meminjam uang dengan
jaminan sertifikar  obyek sengketé adalah menantu
Penggugat asli bukan Penggugat asli sendiri ;
bahwa setelah sawpal pada batas waktu vyang

telah dijanjikan oleh menantu Penggugat asli meka

Tergugat asli I datang kepada ?epggggat agli wmenanva-

kan pelunasan pinjaman tersebutbt . Tatapi dijawab oleh

Penggugat asli agar Tergugab asli I langsung besrhu-

bungan dengan .......

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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etika  Pergugas asli detang lagi, Penggugat o asll
salalu semberikan alagan-alasan yang beymacsn-macan
untuk mengelak. Hai ini tentu saja sangalb mengecewalan
Tergugat asli I ;
hahwa keadaan ini berlangsung'éalam waktu yang
cukup lama, sehingga sangalt merugikan Tergugat asli I.
Oleh karena itu meka wajar bila Penggugat asli dibukum
karena telah melakukan wanprestasi E&rhadap Tergugat
asii I ; :
bahwa karena alasan tergebut diatas make wajar
pila Penggugat asli dihukunm uﬁfuk: membayar hutang
~kepada Tergugatb a&liur-aebasarwaés 8%Qweﬁﬁ;w»(&elapan
ratuz ribu rupiah) ditambah bungda sebegar 5,85 % per
5 bulan dihitung sejak Maret 1991 samﬁai dengan adanya
. ibusan hukum .vang berkakuatan-hdkumétﬁtap-dan ditam-
dengan biaya kerugian waktn yéag ﬁiderita Tergugat
5fi I, dimana bila  dihitung maka jumlah keselu-
fuhannya adalah sebesar Rp, 30-0&0,065,- {ciga puluh
juta rupiah) ‘
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka
Tergugat asli I wmohon agar Pengadiian Hegeri Ujung
Pandang memberikan putusan dalam rékonpen&i sebagal
perikut '
1. Mengabulkan gugatan rekonpensi P@@ggugat rekonpen-
si/Tergugat I konpensi untuk aéluréhnya :
2. Menghukum Tergugal rekonpensi/Penggugat konpensi
untuk membayvar kemball hutangﬁya\kepaﬁa Penggugat
rekonpensi/Tergugat I kanpensi sebesar Rp. BOO.

000, - {deiapan rabus ribu rnpiﬁh} dengan bunga 8,5%

ternitung .......

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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. 1996 No. SPU6/PUPNW.VIII/1896 kepada Tergugat asli II.

e e R T R S
kerugisan  wakow  yvang  dideric: Penggugat  rekon-
pensi; Pergugat I konpensl yvang ésemuanya berjumlah
Rp. 34.000,0600,~ (viga pulub juta ruplahn) ;

3. Menyatakan putusan dalam rek&npensi ini dapat di-
laksanakan terlsbih dahuiuJ meskipun ada upava
panding maupun kasasi {Uitvoerbaaé bit voorrazd} ;

REKONPENST TEREUSAT ASLI IV |

hahwa apa yang diuraikan dalam konpensi meniadi
bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi

ini ;

bahwa dengan adanya pelimpahan pen&nganan;;“m.w

kredit macet .Terguget -asli 1 maka - Tergugat  asli ¥

telah mengeluarkan surat paksa tertaanggal 9 Januari

- hahwa tetapi Pengoaugat asli telah secara tidak
. menyangkal bahwa iz adalah peniamin dari utang
Tergugat asli 11 kepada Tergugat asli IV, bahkan
Penggugal asli mengajukan <gu§&tén ﬁ@rh&dﬂp Tergugat
asli IV. Pan hal ini mengakibatkan péng&mbali&n hutang
Tergugat asli I kepada Tergugat asli IV meniadi
terhambat bahkan berhenti sama _sek%li, dan sebagal
akibatnya Tergugat asli IV wmengalami kerugiaﬁ ;

bahwa Keruglan vyang dialami Tergugat asli IV
per bulan adalah sebesar Rp. 4‘&&3,3§0,— atau sebesar
Rp. 55.541.745, - per tahun deﬁgan'p&rincian sebhagaima-

na diuraikan dalam gugatan rekonpensi ini ;

bahwa .......
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VI D .. LoWE L G Aart iy miaka
watar bilila fonsaigar asii dihukam wiiuk nempayvary ganti
rugi sebesar Ep. 4.443.34¢,- per bulan terhitung seiak
bulan Juni 1936 hingga saabt putusan dalam perkara ial
berkekuatan hukus tstap ;

bahwa bevdasarkan hal-hal térs&but diatas maka
Tergugab asli IV mohon agar Pengadilan Negeri Ulung
Pandang memberikan putusan dalam ;rekbnpensi. sebagai
berikut
1. Menyatakan perbuatan penghalangan pélalaﬁgan terha-
dap barang jaminan {agunan), berupa persil/tanah

heserta bangunan rumah Jalan Arif Rahman Hakim 13X

. ~Nomor. .10, - Wjung - Pandang yang -dilakukan  Tergugat ..

rekonpensi  merupakan  perbuatan melanggar  hukum
O\ {onrechtmat ige daad) ;
2 ?,.engmzkum Tergugat rekonpensi membayar gantl rugi
‘;epada Penggugat rekonpensi s&jﬁmiah 1,6 % = Rp.
2%7,708.721,44 = Rp. 4.443.340,- {&%pat juta empat
ratus empab pulubh Siga ribu tigs ratus empat puluh
rupian} per bulan, terhitung s&ﬁak bulan Juni 1%9%&
hingga saat putusan rekonpensi dalam pexkara ini
berkakuatan hukum tetap (in kracht wvan gewejsde) ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi &ﬁmbayar piaya per-
kara ; ‘
4. Menyatakan putusan rekonpensi. ini dapat segera
dijalankan walaupun texhadap pu%asaﬁ dimaksud
diajukan wverzet, banding atauygﬁ kﬁsasi {uitvoer-
baar bij voorraad) ;

ATHRNY

- Mohon putusan ssadil-adilnyva (Ex a quo et bono} ;

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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o=rvi Ujung Pandang telah meEngambil putusan,  yaivu
putusannya tanggal 10 Maret 1997 No. 188/Prs.pPdr. &/
1996/FN.Uj . Pdg yang amarnya berbunyl sebagal berikut

* A. DALAM KONPENSI

H# I. LALAM EESEPRPSI

n

- Menyatakan eksepsi Tergugat V ditolak ;

n II. DALAM PROVISI

I -~ Menyatakan gugatan Provisi Penggugat di-
teolak ;

" T1%, DALAM PORKOK PERXARE

1. Mengabulkan gugatan ?&négugat konpensi sg

. e »:,,nbavgi‘an -; N . . L T LIPS B

H

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat
adalah satu-sétunya p&ﬁilik cbhyek sengke-
L@ vang sah ‘

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan
Tergugat I atau siapa %aja vang mendapatb

hak dari padanya yang menyerahkan Serti-

fikat Hak Milik No. 23371378 Gambar
Situasi No. 1153 tanggél & Desember 1972
milik Penggugat ke Texgugat II tanpa
saizin dan sepengetahu%n Penggugat adalah
tindaxan yang melawan hukum

a 4, Menyatakan secara hukum bahwa tindakan
Tergugal III yang menerbitkan Akte No. 39
tanggal 30 Maret 1493 tentang Pemberian
Jaminan Dengan KXuasa Untuk Memasang
Hipotik dan Akte No. 40 tanggal 30 Maret

1993 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual

adalah .......
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5. Manyatakan segara nukum banwa ARkts No. 32
tanggal 30 Maret 19%3 dan Akte No. 40
tanggal 30 Maret 1823 adalah batal demi
hukum

&. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan
Tergugat IV vang menerima obyek sengketa
sebagal Jjaminan kredit dari Tergugat II
adalah tindakan/perbuatan vang wmelawan
hukum |

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penjaminan

-« ..obyek. .sengketa dari ‘Pergugat. II .kepada.....

Tergugat 1V adalah’ tidak eah Qan batal

deml hukum ;

.8, Menyatakan . secara ' hukum bahwa obyek

sengketa bebas/ti@ak terikat/terbebani
~sebagal jaminan kredit pada Tergugat IV ;
9. Menghukum T%rgugac:iz atau Tergugat IV
atau siapa saita yang mendapat hak dari
i padanya untuk menyeyahkan Sertifikat Hak
Milik No. 23371978 Ganbar Gituasi No.
1153 tanggal is Dessmber 1973 kegada
Penggugal dalam Keadaan sempurna kalau
perlu dengan bantuan keamanan Negara ;
190. Menghukum Tergugat I untuk tunduk pada
pubusan ini ;
11. Gugatan renggugat selebibnya ditolak ;

DALAM HERONPENSI

- Menyatakan menolak gugatan rekonpensi daxi

Tergugat .......

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009
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“diajuken permohonan kasasi secaxa. lisan pada tanggal

SR DALAM KONPERSI/REKONPENSIT
# - penghokuar kepada  pava  Tergugat termasux
Tergugat I dan Tergugat IV sebagai Penggu-
gat rekonpensi untuk membayar segala biaya
©yang timbul dalam acaysa inl yang hingga
kini dianggar sebesar Rp. 205.500,- {dus
ratus lima ribu lima rétus rugiahl
putusan mana dalam tinagkat banding atas permohonan
para Tergugat I, II dan III télah dikuatkan oleb
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
dengan putusannya Canggal 23 Mel 1988 No. 481/pdt/

bahwa sesudah putusan terakhir ini dibsritahu-

15 Agustus 13598 sebagaimana ternyata dari akte permo-
honan kasasi No. 118/8rt.Pab.G/1996/PN.UP. yang dibuat
cleh Panitera Pengadilan Negeri Wung Pandang, namur
terhadap permohonan mana hingga saat ini  Tergugat
v/ penbanding III  tidak mangagag&ﬁ memori kasasiny:
sesual dengan keterangan tidak wengajukan memnord
kasasi No. 118/PdL.G/139%6/PN.Uj.Pdg. tanggal 14 Apri’
1999 yang dibuat oleh Panitera ?&ﬁgadélan Negeri Ujunc
Pandang ;

bahwa sesudah putusan terdkhir ini diberitahu-

kan pula kepada Tergugab IV/Pembanding II pada tang-
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gai 14 Agustus 19206 kemudian terhadapnya olsh Tergu-
gat IV/Pembanding II dengan perantaraan Xuasanva
khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27
Agustus 1938 diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 27 Agustus 1998 sebagaimana ternvata dari
akte permohcnan kasasi No. 118/8rt . PdL.G/19%8/PR.UP.
yvang dibust oleh Panitera P&ngad%ian Negeri Tjung
Pandang permchonan mana kemudian digusul dengan memori
kasagi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri rersebut pada tanggal 9 ]
Beptember 1998 ; ' R
e - - - bahwa -setelah - itu képada Penggugat/Terbanding
yvang pada tangggl 14 September 19%8 Lelah diberitahu-

kan tentang mamori kasasi dari Tergugat IV/Pembanding

Menimbang, babwa dalam perkara ini Pemohon

#dsdei 1/Tergugat IIl/Pembanding V tidak wmengajukan

‘ﬁermohon&nnya sebagaimana yang diharuskan cleh pasal S e e

47 ayab 1 Undang-Undang No. 14 tahun 198% sehingga
permohonan kasas)l yang diasjukan cleh Pemohon Kasasi
I 1 Ketua Panitia Urusan Piutang Négara Rilayah VIII
og. Kepala Kantor Pelayanan Pengurua&n Plutang Megara
Uiung Pandang dalanm pal ini diwakili oleh para kuasa-
nya : Saartie Engko, SH. dan kawanwkawan tersebut
harus dinyvatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemchon

Kasasi II/Tergugat V/Pembanding II‘ beserta alasan-

#lasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009



dengan cara yany ditentukan dalam Undang-Undang, mak
oleh karena itu permchonan Kasssi tersebur formi
dapat diterima ;

Menimbang, pahwa keberatan-keberatan Y
diajukan oleh Pemchon Kasasi 171 dalam memori kasasiny
tergebult pada pokoknya ialah
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujun

Pandang telah memberikan pertismbangan yang tida
cukup dalam memeriksa perkara ini, karena Pengadi
lan Tingal Sulawesi Belatan @i Ujung Pandang hany:
memberikan pertimbangan dengan mengambil-alil 7
begitu saja pertimbangan yang diberikan oleh Penga
dilan Negeri Uiung Pandang ;

Bahwa Judex Facti telah tidak wmemberikan perti

\bangan vang cukup, karena Judex Facti telah tidai

F {Pemohon Kasasi II/Tergugat asal IV} yang beritikac

baik yvang mengucurkan piniaman kepada pihak debitw

{Turut Termohen KRasagl/Tergugatr asal II}, dimand 77

pengajuan Kreditnya terssbut didukung oleh bukt:

otentlk yang sangat memenuhi syarat teknis perban-

kan guna pembérian pilniaman, utamanya incasu pem-

berian daminan dengan kuasa untuk memasang hipotil

No. 3% bertanggal 30 Maret 19?3 beserta akta kKuas:

untuk menjual No. 40 bertanggal 30 Maret 1983 ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menarapkan  huku
karena Judex Facti tidak mawaéibkan Pihak kredituz
meneliti dan wemeriksa  langsung winuut akta-akts

otentik di Kantor Notaris, %kecuali harus wmemper-
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dalm nal int vihak Pemochon ¥ -asi 17/Tergugat asal

iV tidak bersalab dengan telah mempercayal akta-

akta vyang dibuar oleh pinak Turut Termochon

Kasasl/Tergugat asal IIT ;

4. Bahwa Judex Facti telah sal%h menerapkan  hukum
dengan menyatakan bahwa tanda tangan Termchon
Kasasi/Penggugat asal tidak ﬁenar‘ tanpa disertal
akurasi pemeriksaan Labkrim Kepclisian ;

Menimbang
mengenai keberatan-keberatan ad. L s/4 ad. 4

hahwa  keberatan-keéberatan ini Lidak dapat

U P oyt e b

v meen o - dibenavkan; karens Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
di Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, lagi
hal ini pada hakekatnya adalah mengenali peni-

hasil pembuktian @ vang bersifat penghargaan

késalahaﬁ, penerapan hukum, adanyva pelanggaran hukum "““if:;

vang perlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarab -

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-un-

dangan vang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan vyang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak

berwenang atau melampauvl batas wewenangnyva, sebagaima-

na yang dimaksud dalam pasal 3¢ Undang-Undang tenbang

Mahkamah Agung {(Undang-Undang No. 14 tahun 1985)
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim-

bangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak bLernyata

bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini berten-
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mohonan kasasl yvang diajukan olsh Pemchoeon Kasasi 131
PT. Bank Expor Impor Indonesia Pusat Jakarta cg. PT.
Bank Expor Impor Cabang Ujung Pandang dalam hal ind
diwakili oleh para kuasanya @ DR, H., M. Laica Marzukl,
SH. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
No. 14 tahun 1970 dan Undang~0ndan§ No, 14 tahun 1985
vang bsrsangkutan ;

MENGADITELTI

Menvatakan, bahwa permcohonan kasasi dari Pemo-

hon | Kasasi W = KETUA PANITIA URUSAN FIUTANG zqmmv .

LA e PR

Wihﬁ?&ﬁ ?lII Cq KEPAL& KANTQR PE&AY&KAE PEXGURUSAN

PITFLANG NWEGAR2ZA UJUNG 9&NQANQ, daiam hal ini diwakili

saleh para kuasanya : SAARTJE EHGKG, SH. dan kawan-

%yan tersebut tm&ak dapat dzterzma 3 9;;. ) P
Mencliak permohonan kasasi dari  Pemohon Kasa-

T o PE. BANE EXPOR IMPOR THRDONESIA PﬁS;T JAXARTA.

PT. EBANK EXPOR JIMPOR CABANG UJUNG PANDANG, dalam

MARZUKI, SH dan kawan-kawan tersebut ;

Manghukum para  Pamohon Kasasi unbtuk membayar
hiaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan
sebesar Rp. 100.0600,- {(seratus ribu rupiah} ;

Demikianlab diputuskan dalam rapat permugyawa-
raban Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 27
November 2001 dengan K. SBuwardi Martowirono, B8H.
Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
zmebagai Ketua Sidang, Margana, 8H dan H.P. Pangga-

bean, SH.M.S. sebagai Hakim -~ Hakim B3Anggota dan

divcapkan .......
Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH Ul, 2009

hal inid diwakili oleh para kuasanya : DR. H.M. LATCA



diuvcapkan dalam sidsng tovbiks Lutus umum pada harl

KAMIS TANGOAL 25 NOVEMBRER 2001 oleh Ketua Sidang

rersebut dengan dihadivi cleh Margana, 8H dan H.P.
Panggabean, SH.¥.&. Hakim-Makim Anggota dan Binsar P.

Pakpahan, $H. Panitera Penggantl dengan tidak dihadiri

pleh Redua belah pihak, -

Hakim - Hakim Anggota : XKetua:

ted. Lkd.

Margana, 8SH. H, Buwardi Martowirono, SH.

trd.

o Q = . T R
N - - » . b Caa o % PR T P . e + .
. L] . i . -

H.P.Pangoabean, SH.MS.

Biaya - Riaya ! Panitexa Penggantl

[ —————

L. Me e rai....... Rp. 6.0006,~ ttd.

. —— e

2. Redaksi....... Rp. 1.000,- Bingar P. Pakpahan, SH.

A, Administrasi kasasi . .Rp. 93.004, -

Jumiah . = Rp.100.409, -

UNTUK SALINAN

el _;;';.

' K‘XM RGUNG RI
‘!“;\ lf,j
LZH-DIREKIGR, PERDATR,
B *

URBA, SBH,

NiP. 044015551
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